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PERATURAN BUPATI BEKAS]

NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAFEMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

a.

1.

BUPATI BEKASI,

bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan APBD
Kabupaten Bekasi dan penatausahaan keuangan daerah,
khususnya terhadap para pengelola keuangan yang
mempunyai kewenangan dalam proses pelaksanaan APBD
perlu disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya;

. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk tertib
administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu disusun
penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah Kabupaten Bekasi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bekasi tentang Penatausahaan,
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten
Bekasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5169);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781},

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten
Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020
Nomor 2});

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PENATAUSAHAAN,
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BEKASI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

PUWOUN—

Daerah adalah Kabupaten Bekasi.

Bupati adalah Bupati Bekasi.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik
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daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kescluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Bckasi yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi.

Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD,
Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan
Daerah..

Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau
beberapa Program.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati
yang karena jabatannya mempunyal kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala SKPKD vyang mempunyai tugas melaksanakan
pengeclolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas scbagai bendahara umum
dacrah.

Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan pengunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
barang milik daerah.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
tugas BUD.

Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi
kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan
Kepala Daerah dalam rangka penJrusunan APBD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat
PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK
adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  yang selanjutnya
disingkat Pembantu PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang
membatu PPTK dalam melaksanakan satu atau beberapa sub kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
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mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk membantu Bendahara Penerimaan dalam hal
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam hal
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Unit SKPD adalah bagian dari SKPD Kabupaten Bekasi yang
melaksanakan satu atau beberapa program.

Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi
hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah
Kabupaten Bekasi untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi,
melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapat hasil yang terukur sesuai dengan misi
SKPD.

Kegiatan adalah bagian dar program yang dilaksanakan oleh satu atau
lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran foutput} dalam
bentuk barang/jasa.

Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan
kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah
Kabupaten Bekasi yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang Pemerintah Kabupaten Bekasi yang ditentukan oleh Bupati
Bekasi untuk menampung seluruh pcnerimaan Pemerintah Kabupaten
Bekasi dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
Pemerintah Kabupaten Bekasi pada bank yang ditetapkan.

Penerimaan Dacrah adalah uang yang masuk ke kas dacrah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagal
penambah nilai kckayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Bekasi yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
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Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Dokumen Peclaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnva disingkat DPA SKPD adalah dcokumen yang memuat
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah vang digunakan scbagai dasar pelaksanaan
anggaran olch pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan.
Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan
surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
SPP Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk
permintaan wuang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

SPP Tambahan Uang Persediaan yang seclanjutnva disingkat SPP-TU
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pcmbantu untuk permintaan
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran
langsung dan uang perscdiaan.

SPP Langsung yvang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen
yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak
ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja
lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran
tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK).

SPP Langsung Bendahara yang selanjutnya disingkat SPP-LS
Bendahara adalah dokumen vyang diajukan oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan
pembayaran yang akan dibayarkan langsung oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada penerima atas
dasar surat keputusan dan/atau surat perintah yang dokumennya
disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK].

Lembar Verifikasi adalah lembar hasil penelitian yang diterbitkan PPK-
SKPD atas dokumen permintaan pembayaran yang diajukan bendahara
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(1)

pengeluaran/bendahara pengeluaran.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pcnerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang
persediaan untuk mendanai kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM- GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas
bheban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk
mengganti Bang persediaan yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD, karcna kebutuhan dananya melebihi
dari jumlah batas pagu uang persediaan.

Surat Perintah Membayar Langsung yang sclanjutnya disingkat
SPM-LS adalah dokumen vyang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk pencrbitan SP2D atas
beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D
adalah dokumen yang digunakan scbagai dasar pcncairan dana yang
diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang
berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat,
dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat
untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada
sescorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu,
dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai
Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah
perolehan suara.

BAE II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penatausahaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan ini scbagai
bagian dari pengelolaan keuangan daerah, yaitu serangkaian proscs
pelaksanaan penerimaan dan/atau pengeluaran kas daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD yang merupakan semua hak dan kewajiban
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daerah untuk penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi
yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah
Kabupaten Bekasi.

Penatausahaan Keuangan Daerah dalam peraturan ini juga menjelaskan
azaz umum, tugas dan wewenang yang mengatur pemisahan kewenangan
antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima dan/atau
mengeluarkan uang dalam melaksanakan penerimaan dan/atau
pengeluaran kas sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam rangka
pelaksanaan APBD.

Akuntansi pemerintahan yang diatur dalam peraturan ini mencakup
akuntansi, manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan
keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan serta
berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan
pemerintah.

Pelaporan keuangan daerah merupakan proses penyusunan dan
penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan
sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas
akuntansi.

BAB III
Azaz Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 3

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dianggarkan dalam’
APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh
BUD.

Penerimaan kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah
hak Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk pendapatan daerah yang
didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Pengcluaran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
kewajiban Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk menyelenggarakan
urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga yang
merupakan belanja daerah dengan didukung bukti-bukti administrasi
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai
pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan.

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas
tertinggi untuk sectiap pengeluaran belanja.

Fungsi pelaksanaan pengujian dan memerintahkan dalam rangka

penerimaan dan/atau pengeluaran daerah berada dalam kewenangan
SKPD.

Pasal 4

(1) Pejabat yang menandatangani surat bukti sesuat tugas pokok dan

fungsinya untuk pengesahan dokumen yang menjadi dasar penerimaan
pendapatan dan/atau pengeluaran belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan
akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.



(2) Pejabat yang mempunyai kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya
dalam rangka pcnerimaan dan/atau pengeluaran daerah wajib
menyelenggarakan pcnatausahaan keuangan daerah sesuai dengan
peraturan bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

(1) Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

a

o)
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menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk
dibahas bersama,

mcnetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD yang telah mendapat
persctujuan bersama DPRD,

menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah
dan/atau masyarakat,;

menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

menetapkan KPA;

menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang
dan Piutang Daerah;

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas
tagihan dan memerintahkan pembayaran,

menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Daerah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit
menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran
pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD,
bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus
lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam melaksanakan kekuasaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)



(5)

Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang
berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah
kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem
pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan
kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau
mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan
keputusan Kepala Daerah.

Pejabat Perangkat Daerah yang dimaksud pada ayat (4) terdirt atas:

a. seckretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan

¢. kepala SKPD selaku PA,

() Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan scbagaimana dimaksud

pada ayat (4) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara
yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan
uang.

(7) Pelimpahan kekuasaan sebhagaimana dimaksud pada ayat (3) ditctapkan

(1)

(2)

(3

(4)

dengan keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai tugas:
a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

b koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan
perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD;

¢. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

f memimpin TAPD.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1).Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit

meliputi:

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah;

b koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah
daerah;

¢. koordinasi dalam penyusunan laporan  keuangan  pemerintah
daerah.

Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Keoordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait

dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah

dalam menyusun kebijjakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7

(1) Kepala SKPKD sclaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan

(2)

@

bl bl R+ B W ¢

unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku

PPKD mempunyat tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan permmungutan pendapatan daerah yang telah diatur
dalam Perda;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang :

. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

. mengesahkan DPA-SKPD;

. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan

pengeluaran kas daerah;

. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan anggaran kas dan SPD;

. menylapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas

nama pemerintah daerah;

.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

menyajikan informasi keuangan daerah; dan

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan
pengeluaran dacrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

oo g

Pasal 8

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada

Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

keputusan Kepala Daerah.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} mempunyai tugas:

mengelola investasi;

menetapkan anggaran kas;

melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

membuka rekening Kas umum daerah;

membuka rekening penerimaan,

membuka rekening pengeluaran; dan

g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan

Mo a0 o
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(1)
(2)

(3)

(4)

perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.
Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,
sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi
tersebut.

Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

Bagian Keempat
Kuasa BUD

Pasal 9

PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada

kepala daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

keputusan kepala daerah.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

. menyiapkan anggaran kas;

. mecnyiapkan SPD;

menerbitkan SP2D;

.memantau pelaksanaan pencrimaan dan pengeluaran APBD olch

bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD;

menyimpan uang daerah;,

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/
menatausahakan investasi;

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban
APBD;

i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah
daerah;

J. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;

k. melakukan penagihan piutang daerah.

Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas:

a menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan
menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan
oleh BUD;

b. melakukan penyisihan pilutang tidak tertagih dalam mengelola
piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak
tertagih atas investasi;

¢. menylapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan
pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

Kuasa BUD scbhagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
kepada PPKD selaku BUD.

an o

=

Pasal 10

(1) Kepala dacrah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu)

Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran

jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang
kendali.
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(2) Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja,

(1)

lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan kepala
daerah.

Bagian Kelima
Pengguna Anggaran

Pasal 11

Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-SKPD,

b. menyusun DPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengcluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan,

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya,;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

f melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

h menandatangani SPM;

i mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab

SKPD yang dipimpinnya;

J menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;,

k mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

l menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;

mmenetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah seperti: Pembantu  PPTK,
kasir/juru bayar, pembuat daftar gaji, juru pungut pajak atau
retribusi daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

o. Dalam hal terdapat kckosongan kepala perangkat daerah dan telah
ditunjuk selaku pelaksana tugas, maka pejabat yang bersangkutan
ditunjuk sclaku Pengguna Anggaran.

p. Dalam hal belum ditunjuk pelaksana tugas, maka pejabat yang ada
dalam lingkup perangkat daerah tersebut ditunjuk selaku Pengguna
Anggaran

(2) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah melalui
sekretaris daerah.

(3) Selain tugas kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) mempunyai tugas lainnya, meliputi:

a menyusun anggaran kas SKPD;

b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;

¢ menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

d menyusun dokumen Pcmberian Bantuan Sosial;

e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja
atas penerimaan dan pengeluaran daecrah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening
Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan
Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
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4)

(5)

(7)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

f menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kcpada PPKD selaku BUD.

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai wewenang, meliputi:

a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan
belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

¢ Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

d menctapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara
Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang

melaksanakan pemungutan pajak daerah PA  melaksanakan

pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab

SKPD vyang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari

pelaksanaan DPA-SKPD.

Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai

akibat:

a pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia
barang/jasa menyelesaikan pekerjaan schingga melampaui tahun
anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap; dan

d kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan
pada APBD sctiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban
tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:

a perjanjian atau perikatan;

b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢ akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap; dan

d ptutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA
bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu
oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas
pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya
kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat
melimpahkan pada Kepala Bagian Sekretariat Daerah selaku KPA
untuk melakukan pengelolaan keuangan.

Apabila Pengguna Anggaran berhalangan sementara (sampai batas
wakiu 3 (tiga) bulan) dan dinas/kantor tersebut tidak memiliki kuasa
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(10

pengguna anggaran maka yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat
setingkat dibawahnya yang dianggap mampu melaksanakan tugas-
tugas Pengguna Anggaran. Penunjukkan Pengguna Anggaran
dilaksanakan dengan persetujuan Sekretaris Daerah selaku
Koordinator Pengelola Keuangan Daerah serta diketahui Bupati.
Apabila Pengguna Anggaran berhalangan tetap , maka Sekretaris
Dacrah seclaku  Koordinator Pengelola Keuangan Daerah segera
mengusulkan penggantinya kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi
Pengguna Anggaran. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugas-tugas Pengguna Anggaran yang dilaksanakan oleh
pejabat yang ditunjuk selama berhalangan sementara

Bagian Keenam
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 12

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit

SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran {KPA).

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan,

lokasi, dan/atau rentang kendali.

Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh

SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang

kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.

Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap

SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah,

dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

b. me¢laksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

¢ melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan,;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung
jawabnya; dan

g melaksanakan tugas KPA lainnya scsuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (6)

KPA bertanggung jawab kepada PA.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya

memungut pajak daerah kepada KPA.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit

SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA

bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan
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peraturan perundang-undangan.

(11} KPA yang merangkap scbagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu
oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas
pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(12 Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyat
tugas:

a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus; {Contchnya BLUD
seperti RSUD/Puskesmas)

b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

¢. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang
dipimpinnya,;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

f melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

h menandatangani SPM;

L mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya;

j menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi

bersifat khusus yang dipimpinnya;

k mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat
khusus yang dipimpinnya;

L menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

m menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus
yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan pcraturan
perundang-undangan.

(13) Dalam hal KPA berhalangan tectap atau scmentara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih
pelimpahkan scbagian tugasnya vang telah diserahkan kepada kepala
Unit SKPD selaku KPA.

Bagian Ketujuh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 13

(l PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan
pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas
dan wewenang PA/KPA.
(3 Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
a mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis
Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
c¢. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub
kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
@4} Tugas mengendalikan dan  melaporkan pelaksanaan  teknis
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Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

a menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan

¢ melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
kepada PA/KPA.

(3 Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan;
dan

¢ menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan.

© Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2}, PPTK bertanggung jawab kepada PA/KPA.

(7 Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab
kepada KPA.

@& Dalam hal PPTK berhalangan semecntara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang
dilaksanakan oleh PPTK.

© PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu] PPTK di lingkungan
SKPD/Unit SKPD.

Pasal 14

(1) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub
kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan
objektif,

(2) Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas peclaksanaan tugas dan
fungsi.

(3) PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

{(4) Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat
satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki
kemampuan manajerial dan berintegritas.

(5) Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN
yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau
memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

(6) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK
yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.

(7) PPTK tidak merangkap scbagai pejabat dan pegawai yang bertugas
melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus,
dan/atau Kuasa BUD {Penandatangan SP2D).

(8) Apabila PPTK berhalangan sementara (sampai batas waktu 3 (tiga)
bulan) yang bersangkutan dapat menunjuk pengganti yang dianggap
mampu melaksanakan tugas-tugas PPTK. Penunjukkan PPTK
dilaksanakan dengan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran. Apabila PPTK berhalangan tetap, maka Pengguna Anggaran
/Kuasa Pengguna Anggaran segera menunjuk dan mengangkat
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penggantinya. PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas
PPTK yang dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk tersebut selama
berhalangan sementara.

Bagian Kedelapan
Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 15

PPTK dalam melaksanakan kegtatan dapat dibantu oleh Pembantu PPTK.
Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
membantu tugas dan wewenang PPTK.

Tugas Pembantu PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PPTK
meliputi:

a mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis
sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

b. membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Sub kegiatan; dan

¢ membantu menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Sub
kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Tugas membantu mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis

Sub kegiatan meliputi:

a Membantu menyusun jadwal pelaksanaan Sub kegiatan;

b. Membantu memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Sub kegiatan; dan

¢. Membantu melaporkan perkembangan pelaksanaan Sub Kkegiatan
kepada PA/KPA.

Tugas membantu menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan
anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Sub kegiatan meliputi
membantu:

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Sub kegiatan;

b. menyiapkan dockumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam Ketentuan perundang-
undangan; dan

c. menyimpan dan menjaga keutuhan scluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan.

Dalam membantu tugas, Pembantu PPTK pada SKPD bertanggung

jawab kepada PPTK..

PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Pembantu PPTK di

lingkungan Unit SKPDserta usulan dari PPTK kepada PA.

Penetapan Pembantu PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi

jabatan, besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi,

rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang
kriterianya ditetapkan kepala daerah.

Pertimbangan penetapan Pembantu PPTK didasarkan atas pelaksanaan

tugas dan fungsi.

Bagian Kesembilan
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 16

Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana dimaksud
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pada pasal 11 ayat (1) huruf I untuk melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan pada SKPD.

Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan

sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD

Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan

fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang

BLUD

PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap

sebagai pejabat dan pegawal yang bertugas melakukan pemungutan

pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.

PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan

wewenang:

a melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya yvang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

b. menyiapkan SPM;

¢ melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

d melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

€. menyusun laporan keuangan SKPD.

Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk menecliti

kelengkapan dan keabsahan.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;

b. melakukan  verifikast surat pecrmintaan < pembayaran  atas
pengembalian  kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan; dan

¢. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
scbagai dasar penyiapan SPM.

Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu

PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan

SKPD.

PPK-SKPD dilaksanakan oleh Sekretaris Badan/Dinas/Sekretaris

Camat.

Bagian Kesepuluh
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Pasal 17

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA

karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2),

PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan pada Unit SKPD

Penetapan PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan atas pertimbangan:

a Besaran anggaran yang berlaku untuk Bagian pada kabupaten di
lingkungan Sckretariat Daerah;

b. rentang kendali dan/atau lokasi;
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c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan
layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a melakukan  verifikasi  SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan olch Bendahara Pengeluaran
pembantu;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS
vang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan

c¢. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-

TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan

laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD

melaksanakan tugas lainnya meliputi:

a melakukan  verifikasi surat permintaan pembayaran  atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
SPP-TU dan SPP-LS heserta bukti kelengkapannya sebagai dasar
penylapan SPM.

PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas

meliputi:

a melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan
SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM;

¢ menyiapkan SPM;

d melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;

c. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan

f menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.

PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan

struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit

SKPD.

Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu

PPK Unit SKPD.

PPK-Unit SKPD dilaksanakan oleh Sekretaris Kelurahan/Kasubag TU

pada UPTD SDN/UPTD SMPN/UPTD Puskesmas.
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Bagian Kesebelas
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 18

a Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku
BUD

b. Bendahara Penerimaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan
ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

¢ Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan
memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:

1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung
melalui RKUD;

2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan.

4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan
pendapatan daerah.

Pasal 19

(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kcwenangannya kepada KPA,
kepala daerah dapat menctapkan Bendahara Penerimaan
Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.

(2} Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh
kepala SKPD kepada kepala dacrah melalui PPKD.

(3} Bendahara Penerimaan Pembantu scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang ditetapkan kepaladaerah.

(4} Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling
sedikit meliputi:

a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD,
kecuali untuk transaksi secara elektronik;

b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

¢. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah;

d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan;

e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah. Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pcnerimaan Pembantu bertanggung jawab secara
administratif dan fungsional.
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Pasal 20

1) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan
kepada PA.

2) Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggungiawaban
secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.

3) Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungjawaban sccara fungsional
atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD
selaku BUD.

4) Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungiawaban secara
fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan
kepada Bendahara Penerimaan.

5) Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan
pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.

6) Pegawai vyang bertugas membantu Bendahara Penerimaan
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

7) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara
Penerimaan.

8) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut
Pembantu Bendahara Penerimaan.

Pasal 21

{1} PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran
kepada kepala daerah.

{2 Kepala daerah atas wusul PPKD menetapkan Bendahara
Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran
pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

(3 Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memiliki tugas dan wewcnang:

a) mengajukan permintaan pembavaran menggunakan SPP UP,
SPP GU, SPP TU, dan SPPLS;

b) mencrima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

¢} melaksanakan pembayaran dart UP, GU, dan TU yang
dikelolanyva;

d) menclak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢} meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

fy membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara
fungsional kepada BUD secara periodik; dan

g) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan’ perundang-undangan,
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@) Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

a) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan
Kepala Daecrah;

b) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

c) menerima dan menyctorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemcriksaan intcrnal dan eksternal;

d) menyiapkan dokumen  surat tanda  setoran  atas
pengembalian  belanja  akibat koreksi atau  hasil
pemeriksaan internal dan eksternal; dan

¢) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD
yang melaksanakan fungsi BUD.

© Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala

daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran

Pembantu.

© Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas

pertimbangan:

a) besaran anggaran;

b) rentang kendali dan/atau lokasi; dan

(7} Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) memiliki tugas dan wewenang meliputi:

a) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU
dan SPPLS;

b} menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara
Pengeluaran;

¢} menerima dan menyimpan TU dari BUD;

d) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang
dikelolanya;

e) menolak perintah bayar dari KPA vang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

f) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

g) memungut dan menyctorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

h) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara
fungsional kepada Bendahara Pengeluaran sccara periodik.

& Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu
memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

a} melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah;

b) memeriksa kas secara periodik;

¢} menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

d) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada
tahun berjalan; dan

e] menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal pada tahun berjalan.

©® Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala
daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus,
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{10 Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan
wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

(11) Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

{12) Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

(13 Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

{14 Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan
kepada KPA.

(13 Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional
atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD
selaku BUD,

(15 Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran.

(17) Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan
pegawai yvang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk
meningkatkan elektivitas pengelolaan belanja dan/atau
pengeluaran pembiayaan.

(18) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

(19) Pegawal yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung
jawab kepada Bendahara Pengeluaran,

(20 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

a) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan,
dan penjualan jasa;

b} bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau
penjualan jasa;

€) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan
lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak
langsung; dan

d) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara
Khusus.

21) Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan,
dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan
pelaksanaan APBD.

(22 Dalam hal bendahara penerimaan atau pengeluaran berhalangan,
maka:

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu}
bulan, bendahara penerimaan atau pengeluaran wajib
memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk dan
dinilai mampu untuk melakukan tugas-tugas bendahara
penerimaan atau pengeluaran atas tanggung jawab bendahara
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penerimaan atau pengeluaran  yang bersangkutan dengan
diketahut kepala SKPD;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga)
bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan atau
pengeluaran dan diadakan berita acara serah terima;

c. apabila bendahara penerimaan atau pengeluaran sudah 3 (tiga )
bulan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap
yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari
jabatan sebagai bendahara penerimaan atau pengeluaran dan
olch karena itu segera diusulkan penggantinya.

Bagian Kedua belas
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Pasal 22

(1) Dalam proses penyusunan APBD,Kepala Daerah dibantu oleh
TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(& TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan
terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada
SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.

(3 TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b, menyusun dan membahas rancangan KUA dan
rancangan perubahan KUA;
¢. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan

rancangan perubahan PPAS;
d melakukan verifikasi RKA-SKPD;
membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD,
dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
f membahas hasil evaluasi APBD, pcrubahan APBD, dan
pertanggungjawaban APBD;
melakukan verifikasi  rancangan DPA-SKPD dan
rancangan perubahan DPA-SKPD;
h. menyiapkan surat edaran kepala dacrah tentang pedoman
penvusunan RKA; dan
L melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
@ Dalam mclaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi
sesuai dengan kebutuhan.

o

BAB YV
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bagian Kesatu
Struktur APBD

Pasal 23
(1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam
bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

(2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
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a. Pendapatan Daerah; dan
b. penerimaan Pecmbiayaan daerah.
(3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Belanja Daerah; dan
b. pengeluaran Pembiayaan daerah.

Bagian Kedua
Struktur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah

Pasal 24

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. Pembiayaan daerah.
Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 25

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah,
organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.

Pasal 26

Pendapatan Daerah terdiri atas:
a. Pendapatan Dacrah;

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pasal 27

(1} Pendapatan Asli Daerah scbagaimana dimaksud pada Pasal 24
huruf a terdiri atas:
a) pajak daerah;
b) retribusi daerah;
c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf
b terdiri atas:
a) transfer Pemerintah Pusat;
b} transfer antar-daerah
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:
a) Hibah;
b) Dana Darurat; dan/atau
¢} Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
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Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 28

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
a. belanja operasi;

b. belanja modal,

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Belanja Operasi

Pasal 29

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a dirinci
atas jenis:

Belanja Pegawali;

Belanja Barang dan Jasa;

Belanja Bunga;

Belanja Subsidi;

Belanja Hibah; dan

Belanja Bantuan Sosial.

I LA = LR O I

Belanja Modal
Pasal 30

Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b
dirinciatas jenis:

Belanja Modal Tanah;

Belanja Modal Peralatan Mesin;

Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan,

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

Belanja Aset Lainnya;

mOo AN TP

Belanja Tidak Terduga
Pasal 31

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 hurufc
merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk :

a Keadaan Darurat;

b. Keperluan Mendesak;

¢ Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah

tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tidak berulang yang terjadi
pada tahun sebelumnya;
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Belanja Transfer
Pasal 32

Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf a dirinci
atas jenis:

a.  Belanja Bagi Hasil;

b. Belanja Bantuan Keuangan;

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Pasal 33

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf ¢
terdiri atas:

a. penerimaan Pembiayaan; dan
b. pengeluaran Pembiayaan.

(2 Pcmbiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci
menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan
rincian obyek Pembiayaan daerah.

(3) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a bersumber dari:

SiLPA;

pencairan Dana Cadangan;

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

penerimaan Pinjaman Daerah;

penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Dacrah; dan/atau

penerimaan Pembiayaan lainnya scsuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

~p a0 o

Pengeluaran Pembiayaan
Pasal 34

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dapat digunakan Pembiayaan untuk:
a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal daerah;
¢. pembentukan Dana Cadangan;
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
€. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
(2) Pembiayaan neto merupakan merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
(3) digunakan untuk menutup defisit anggaran.
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Bagian Keenam
Surplus dan Defisit

Pasal 35

(1} Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran
Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit
APBD.

(2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan
untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam
Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari
penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda
tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Pcnggunaan surplus APBD diutamakan untuk:
pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
penvertaan modal Daerah;
pembentukan Dana Cadangan;
Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya
dapat bersumber dari:
a sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan;
¢. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d
€.
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pinjaman daerah; dan
penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Silpa

Pasal 37

Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan {SILPA)}
tahun berkenaan bersaldo nihil.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif,
Pemecrintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan
program, kcgiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan,
volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan,
dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif,
Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan
pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah,
pengurangan program, Kkegiatan, dan sub kegiatan yang kurang
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prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub
kegiatan.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pasal 38

{1) Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam
APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah vyang
dikelola oleh BUD.

(2) Dalam hat Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan
dan Pengeluaran Daerah tersebut.

Pasal 39

(1} PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang
ataul badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah
wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen
yvang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan
atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab
terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti dimaksud.

(3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan Hasil yang
dicapai atas Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang
bersangkutan.

Pasal 40

Kepala Daerah dan pcrangkat daerah dilarang melakukan pungutan
selain dari yang diatur dalam Pcrda, kecuali ditentukan lain scsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah
tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 42
(1) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat

pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

30



{2) Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD
atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD,
(3) Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan

pengeluaran atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah
ditetapkan dalam APBD.

Pasal 43

(1) Untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan:
a. pejabat yang diberi wewenang menandatangam SPD,
b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat
pertanggungiawaban;
pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran
pembantu; dan :
g. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
(2) Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun
anggaran berkenaan.,

-0 o

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Kas Umum Daerah

Pasal 44

(1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD
membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang
schat.

(2)Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala Daerah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3)Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat
dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang
bersangkutan.

(4)Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUD
ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara
PPKD selaku BUD dengan pejabat bank umum yang
bersangkutan

Pasal 45

(1) Dalam  pelaksanaan opcrasional Penerimaan Daerah dan
Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan
dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

(2} Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.

(3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil vyang seluruh
penerimaannya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah
sekurang-kurangnya sekali schari pada akhir hari.
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(4) Dalam hal kewajiban pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari,
pemindahbukuan dapat dilakukan sccara berkala yang ditetapkan
dalam Perkada.

(3) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dioperasikan sebagal rekening yang menampung pagu dana untuk
membiayai  Kegiatan  Pemerintah  Daerah  sesual rencana
pengeluaran, yang besarannya ditetapkan dengan Perkada.

(6} Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening
pengeluaran pada bank umum ke Rekening Kas Umum Daerah
dilakukan atas perintah BUD.

Pasal 46

(1) Kepala Daerah dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk
membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah pada bank umum.

(2} Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk
membuka rekening pengeluaran melalut BUD yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah pada bank umum untuk menampung UP.

Pasal 47

Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau
imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan
tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yvang berlaku sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh
bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang
bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 49

(1) Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat
mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendck atas
uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang
tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah, tugas daerah, dan
kualitas pclayanan publik.

(2) Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam
investasi jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa
dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar
belum akan digunakan dalam waktu dekat (idle cash).

(3) BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi
Jangka pendek kepada Kepala Daerah. Rencana ini
mencakup jumlah dana yang akan diinvestasikan dan
pilihan investasi beserta alasan dan hasil analisa pemilihan
investasi.

(4) Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan
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BUD atas rcncana investasi jangka pendek, Kepala Daerah
menctapkan jenis investasi jangka pendek yang dipilih
dengan

{5) Berdasarkan SK Kepala Daerah tersebut BUD mencrbitkan
Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD vyang
memerintahkan pemindahan dana dari kas umum daerah
kedalam investasi yang dipilih. '

(6) Deposito dan/atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud
pada avat (1) harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling
lambat per 31 Desember,

Penatausahaan Bendahara Umum Daerah
Pasal 50

(1)PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua
penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD.
Proses penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

(2) Penerimaan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain
yvang sah, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada
sisi penerimaan pada kolom tanggal dan kolom nomor

bukti.
b. BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening
pendapatan.

c. BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada
Buku Kas Umum.

(3} Pengeluaran RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas sctiap
pengeluaran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D
didasarkan pada dokumen surat perintah membayar
yang diterbitkan oleh PA/KPA.

b. Setiap pecngeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada
Buku Kas Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom
tanggal dan kolom nomor bukti.

c. Pclaporan oleh Bendahara Umum Daerah

1) Proses pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan
dan pcnyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik,

2} Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas
umum daerah yang berada dalam pengelolaannya.
Bendahara Umum Daerah menyampaikan laporan
tersebut kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah. Dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh
penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada kas u
umum daerah akan dijadikan dasar dalam membuat
laporan BUD.

3) Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam
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bentuk:
a) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan
b) Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan
setiap hari kerja pertama setiap minggunya kepada
Kepala Daerah atau dapat diserahkan sesuai
kebutuhan.

4) Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara
Umum Daerah membuat Register SP2D yang telah
diterbitkan. Register SP2D secara otomatis diperoleh
dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah
yang terintegrasi.

Bagian Kedua.
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris

Pasal 51

(1) Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:

a. Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran,
bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara
khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dari setiap transaksi pemerintah daerah
dengan pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22,
PPh Pasal 23 dan/atau PPN;

b. Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai
Penerima Upah antara lain Kepala Daerah, DPRD, ASN,
Kepala Desa/Perangkat Desa dan Pegawai Lainnya,
simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen, iuran
jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan
jaminan kematian;

c. Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang
diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah
dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko
kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya
sesual ketentuan peraturan perundang- undangan.
Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain uang

o
jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang
jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya;
schingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaan atau
penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak
dapat dilaksanakan maka uangjaminan ini menjadi milik
pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini pemerintah
daerah.

d. Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3@ Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari

transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah

sehingga dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang
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tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.

3} Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagal hutang
pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas
transitoris dilakukan sebagail pembayaran hutang pada akun
perhitungan fihak ketiga (PFK). Transaksi ini tidak
mempengaruhi SILPA  sehingga tidak dilaporkan dalam
laporan realisasi anggaran namun informasinya disajikan
dalam ncraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di
bagian aktivitas transitoris scsuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan.

3} Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas
Daerah, tidak boleh digunakan untuk operasional belanja
karena dalam jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke
pihak ketiga.

Pasal 52

(1) Terkait kas transitoris berupa jaminan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 28 huruf c¢ terdapat beberapa
ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan
kewajibannya sesuai kontrak, Pemerintah Daerah dapat
mengeksekusi dan mengakui uang jaminan sebagai
Pendapatan Daerah berupa Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah.

b. Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan
pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya
sesuai kontrak, digunakan untuk mendanai pekerjaan
yvang menjadi kewajiban pihak ketiga terscbut dalam
mencapal target kinerja sub kegiatan SKPD yang
ditctapkan.

(2) Pelaksanaan pengelolaan pcnerimaan kas transitoris dan
pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD,.
Bendahara Pengecluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran
Pecmbantu.

(3)Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.

Pasal 53

(1} Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/BPP
a. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai

peraturan  perundang-undangan, wajib memungut
pajak atas pembayaran belanja melalui UP/GU/TU/LS,
b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib
pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan
wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang
dipungutnya ke rekening Kas Negara,

¢c. Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut,
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(2)

(1)

(2)

RS

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib
pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan
melakukan pencatatan pada buku terkait.

Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD

a. Kas Transitoris yang melekat pada transaksi Penyetoran
kas transitoris atas potongan pajak dan potongan-
potongan lainnya dari belanja yang menggunakan
mekanisme LS dilakukan langsung oleh bank.

b. Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening
pihak ketiga atau rekening penerima lainnya, bank juga
melakukan pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD
ke rekening tujuan yang telah ditentukan.

c. Jaminan
1. Pengembalian Uang Jaminan

(a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak kctiga yaitu
penyedia barang/jasa ke rekening RKUD.

(b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia
barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh
kewajibannyakepada pemerintah daerah.

(c) Pcncairan uang jaminan dilakukan dengan Surat
Perintah BUD

2. Uang Jaminan yang tidak dikembalikan

4 Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan

“ kewajibannya sesuai kontrak, uang jaminan
tidak dikembalikan kepada pihak ketiga.

L, # Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak
ketiga dengan menggunakan uang jaminan yang
diformulasikan dalam program, kegiatan, dan sub
kegiatan SKPD yang bersangkutan.

Cji. PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah atas uang
jaminan tersebut yang scbelumnya tercatat sebagai
hutang pihak ketiga.

Bagian Keempat
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
(DPA-SKPD)

Pasal 54

PPKD memberitahukan kepada kepala SKPD agar menyusun dan
menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 {tiga) hari
setelah Perkada tentang penjabaran APBD ditetapkan.

Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memuat
Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program, Kegiatan, anggaran
vang discdiakan untuk mencapal Sasaran, rencana penerimaan
dana, dan rencana penarikan dana setiap satuan kerja serta
pendapatan yang diperkirakan.

Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun
kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari sctelah pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.
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(1)
(2}

(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 55

TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan
kepala SKPD yang bersangkutan.

Verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselesaikan paling lambat 15 ({lima belas) hari sejak
ditetapkannya Perkada tentang penjabaran APBD.

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan
persetujuan sckretaris daerah.

Bagian Kelimia Foenmin
Penyiapan Anggaran Kas Pemerintah Daerah

Pasal 56

PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah
untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran

sesuail dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA
SKPD.

Anggaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan
perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai
Pengeluaran Daerah dalam setiap periode.

Pasal 57

Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan

DPA-SKPDdan jadwal pelaksanaan kegiatannya.

Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada

Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga} hari sejak DPA-SKPD

disahkan,

Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD

paling lama 2 {dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas

dari SKPD.

Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas

SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara

lain:

a. sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;

b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan
dana dalam DPA-SKPD.

Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah

diverifikasi, menyusun rancangan anggaran kas pemerintah

daerah.

Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas

pemerintah daerah kepada PPKD selaku BUD,

PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas

pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling

lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran

kas pemerintah daerah diterima.
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Bagian Keenam
Surat Penyediaan Dana {SPD)

Pasal S8

(1} Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan
mempertimbangkan:
a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang
tercantum dalam DPA SKPD.

(2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Kuasa
BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

(3} SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai
kebutuhan SKPD atau unit SKPD setiap periodik.

(4) Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap
darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar
biasa, PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD
atau dokumen yang dipersamakan wyang bersumber dari
anggaran yang  ditetapkan pada DPA-SKPD yvang
menyelenggarakan fungsi SKPKD.

(3} PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila
terdapat kondisi scbagai berikut:

a. Keterscdiaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan
penerimaan dalam anggaran kas; atau

b. Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak.

c. Perubahan SPD menjadi dasar  permintaan pcmbayaran
berikutnya.

d. Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik,

Pasal 59

{1) Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan
anggaran kaspemerintah daerah.

(2) Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD
selaku BUDuntuk disahkan.

(3) Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan
kepada Kepala SKPD.

Bagian Ketujuh ‘ .
Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan

Pasal 60

(1) Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan
penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah
(RKUD).

{2) Dalam hal Penerimaan Daerah sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalwi
RKUD, BUD melakukan pengesahan dan pencatatan
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Penerimaan Daerah tersebut.

(3) Bendahara Penerimaan wajib menyector seluruh
penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling
lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

(4) Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijjangkau
dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan
pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya,
penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 {satu) hari yang
diatur dalam Peraturan KepalaDacrah.

(5} Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap
dan sah atas setoran.

(6) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat {5) dapat meliputi dokumen
elektronik.

{7) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} dilakukan secara tunai dan/ataunontunai.

Pasal 61

{1} Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menggunakan surat tanda setoran (STS).
Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima
nota kredit atan dokumen lain yvang dipersamakan.

(2) Bendahara Penertmaan dilarang menyimpan uang, cek,
atau surat berharga yang dalam penguasaannya:

a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi
geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi,
transportasi, dan keterbatasan pelayanan  jasa
kcuangan, serta kondisi objcktif lainnya, penyetoran
pcnerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur
dalam Peraturan Kepala Daerah, dan/atau

b. atas nama pribadi.

(3} Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut
akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub
rincian objek. Pendapatan daerah berdasarkan kelompok
meliputi Pendapatan Asli  Daerah (PAD), Pendapatan
Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran
pendapatan daerah, dapat dibedakan:

a. Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan
Kepala Daerah; dan/atau
b. Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa
ada penetapan).
(4) Berdasarkan sifat dan prosedur pcmungutan/pembayaran
pendapatan daerah, penatausahaan pendapatan daerah
dilaksanakan sebagai berikut:

a. Penatausahaan pendapatan yang dipungut setclah
penetapan coleh Kepala Daerah, didasarkan pada
dokumen  Surat Ketetapan sesuai dengan jenis
pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

b. Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh
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wajib pajak (tanpa ada pcnetapan) didasarkan pada

dokumen/bukti penerimaan sesuai dengan jenis
pcndapatan yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

c. Pcnatausahaan pendapatan daerah, didasarkan pada
dokumen/bukti meliputi:

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Dj;

Surat Setoran Pajak Dacrah (SSPD);

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

(SKPDKB);

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

Tambahan (SKPDKBT);

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);

Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP);

Surat Tanda Setoran (STS);

10. Nota Kredit dari Bank;

11. Surat Perjanjian;

12. Dokumen penetapanlainnya  yang sah sesuail
denganketentuan peraturan perundangan-undangan;

13. Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap;
dan/atau

14. Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

{5) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
dalam melakukan penyetoran penerimaan pendapatan dapat
dilakukan secara tunai dan non tunai, dengan cara:

a. Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai
dibuktikan dengan penerbitan surat tanda setoran (STS)
atau bukti lain yang sah. Daftar STS yang dibuat oleh
Bendahara Penerimaan didokumentasikan dalam
Register STS.

b. Penyetoran pcncerimaan pcendapatan sccara non tunai
dibuktikan dengan bukti notifikasi/nota kredit/media
elektronik lainnya.

QAN

o

00N

(6) Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu,
dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima

notifikasi/nota kredit/media elektronik lainnya.
(7) Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

disesuaikan dengan wewenang Bendahara Penerimaan dan
tugas/fungsi SKPD dan SKPKD, sebagai berikut:
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Jenis Bendahara Penerimaan

Pendapatan

Pajak Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD
vang memiliki tugas dan wewenang
pengelolaan pajak

Retribusi Daerah | Bendahara Penerimaan di SKPD
vang memiliki tugas dan wewenang
pengelolaan retribusi

Hasil Pengelolaan | Bendahara  Penerimaan SKPD

Kekayaan yang melaksanakan fungsi BUD,
kecuali:
melaksanakan fungsi BUD,
kecuali:
1.Hal-hal terkait pajak dan retribusi
tctap dikelola oleh  Bendahara
Pcenerimaan di SKPD terkait

Lain-lain 2. Pendapatan BLUD dikelola oleh:

Pendapatan Asli
Daerahyang Sah

3.

Transfer
Pemerintah
Pusat

Transfer
Pemerintah
Daerah

Hibah

Dana Darurat

BLUD terkait

Pendapatan Hibah Dana BOS,
Dana  kapitasi dan pendapatan
lainnya yang dikelola oleh Bendahara i
Khusus.

Bagian Kedelapann °
Penetapan Pendapatan dan Penagihan

Pasal 62

(1) Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Kepala
Daerah atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan
dokumen penetapan pendapatan daerah.

Penctapan pendapatan dapat berupa:

Surat Ketetapan Pajak Daerah {SKP-D);

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar (SKPDKB);
Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan pcraturan perundangan-undangan.

(3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar {SKPDKB)

(2)
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adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

(4) Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib
pajak/wajib retribusi sebagai dasar pembayaran dan kepada
bendahara penerimaan/bendahara pcnerimaan pembantu
sebagai dasar pcnagihan.

(5) Penagihan pendapatan dacrah dapat dilakukan oleh petugas
pcmungut yang ditunjuk oleh PA/KPA.

(6) Bendahara Pencrimaan/Bcendahara Penerimaan Pembantu
mclakukan validasi dan verifikast atas penerimaan
pendapatanberdasarkan dokumen penetapan.

Pasal 63

(1) Dalam hal Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan
dengan cara manual, surat elektronik, notifikasi sistem
secara digital dan/atau media elektronik lainnya.

(2) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat(l)
berdasarkan dokumen penectapan pendapatan dan surat
tagihan melakukan penagihan ke pihak ketiga.

(3) Penagihan kepada pihak ketiga sebagaimana dmaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal yang tercantum
dalam dokumen penetapan pendapatan.

(4) Pihak ketiga sebagimana dimmaksud pada ayat (3) adalah
wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-pihak yang
melakukan pembayaran pendapatan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan kepada
Pemerintah Daerah.

{5) Dalam hal Proses penagihan seccara manual dilakukan
dengan cara:

a. Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan
pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga;

b. Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan
kepada pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima
yvangditandatangani oleh pihak ketiga;

c. Petugas pemungut menyampaikan tanda terima
dokumen kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu dan PPK-SKPD.

(6) Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan
dengan cara:

a. Petugas pemungut mengirim surat elektronik
penagihan pendapatan kepada pihak ketiga;

b. Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD
dan Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat
elektronik penagihan pendapatan.

(7) Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara
otomatis sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan
notifikasi atau media lain secara elektronik kepada pihak
ketiga yang memiliki kewajiban untuk membayar
pendapatan daerah.
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(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

Bagian Kesembilan-
Penerimaan Pendapatan

Pasal 64

Dalam hal Penerimaan pendapatan melalui Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara
tunai, dilakukan sebagai berikut:

a. Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau
surat tagih, pihak ketiga menyetorkan kewajibannya
kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu.

b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan validasi dengan meneliti
kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan pada dokumen penetapan.

c. Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan
menyerahkan kepada pihakketiga.

Dalam hal Penerimaan pendapatan melalui rekening

Bendahara Pcnerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

secara non tunai, dilakukan sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan
atas penerimaan pendapatan.

b. Bendahara Pcnerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan validasi bukti penerimaan sebagai
berikut:

1} Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan;

2} Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian
antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah
yang telah ditetapkan pada dockumen penetapan.

Penerimaan daerah melalui  rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non
tunai dianggap sah setelah Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan

validasi.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu memberikan tanda bukti penerimaan kepada

pihak ketiga yangtelah melakukan pembayaran.

Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunali,

dilakukan dengan cara:

a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan
dari RKUD atas penerimaan pendapatan SKPD; dan

b. Bendahara Pcnerimaan/Bendahara Pcnerimaan
Pembantumelakukan validasi scbagai berikut.

Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas

pencrimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD.

Dalam hal penerimaan pemberitahuan/notifikasi tidak

diinformasikan secara otomatis, maka Bcendahara

Penerimaan wajib meminta bukti transaksi atas penerimaan
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(8)

(9)

(1)

(2)

(1)

(2)

pendapatan yang diterima langsung RKUD;
Melakukan verifikasi untuk menguji kesesualan antara
jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah

ditetapkan.
Penerimaan pendapatan daerah ke RKUD secara non
tunai dianggap sah setelah Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan

validasi.

a. Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat
dilakukan melalui transfer dari rekening pihak ketiga
dan/atau melalui kanal pembayaran secara online yang
disediakan oleh penyedia jasa pembayaran (PJP) dari
lembaga keuangan bank dan non bank.

b. Pembayaran secara online berupa mekanisme
Electronic Transaction Process (ETP) antara lain: agen
banking, mobile/phone banking, car banking, Anjungan
Tunai Mandiri (ATM), internet banking, QRIS/Barcode,
tapping, Electronic Data Capture (EDC), Cash Management
System (CMS) dan transaksi berbasis elektronik lainnya.

c. Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pemmbantu melakukan rekonsiliasi secara periodik
dengan Bank.

Bagian Kesepuluh
Penyetoran Pendapatan

Pasal 65

Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara
Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib
menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling
lambat dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografis
dacrah sulit dijjangkau dengan komunikasi, transportasi,
dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi
objektif lainnya yang diaturdalam Peraturan Kepala Daerah.
Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui
rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan
Pembantu wajib memindahbukukan penerimaan
pendapatan dimaksud ke rekening RKUD paling lambat
dalam waktu 1 (satu)

Bagian Kesebelas
Pembukuan Bendahara Penerimaan

Pasal 66
Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib
menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh

penerimaan dan pcnyetoran atas penerimaan yang menjadi
tanggung jawabnya.
Pcngendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan
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(3)

daerah menggunakan buku-buku sebagai berikut:

a. Laporan Penerimaan dan Penyetoran

b. Register STS

c. Buku Kas Umum

d. Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan
buku bank

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara

penerimaan menggunakan dokumen-dokumen tertentu

sebagai dasar pencatatan, antara lain:

a. Tanda Bukti Penerimaan

b. Surat Tanda Setoran

¢. Nota Kredit Bank

d. Bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan
dokumen di atas

(4) Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga)

(1)

(2)

prosedur, antara lain:

a. Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai

b. Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalul
rekening bendahara penerimaan

¢. Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas
Umum Daerah

Pembukuan vang dilakukan oleh Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu memuat

informasi, aliran data, scrta penggunaan dan penyajian

dokumen yang dilakukan secaraelektronik.

Pasal 67

Dalam hal Pembukuan atas Penerimaan Tunai

a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pcmbantu mencatat penerimaan pendapatan secara
tunai berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan pada Buku
Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan kode
rekening pendapatan.

b. Bendahara Pcnerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

Dalam hal Pembukuan atas Penerimaan di Rekening

Bendahara secara Non Tunai

a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu mencatat penerimaan di rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara
non tunai berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit
atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi
pada Buku Kas Umum (BKU)} di sisi penerimaan sesuai
dengan kode rekening pendapatan.

b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu mencatat penyetoran pendapatan secara
non tunai (pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas
Umum (BKU) di sisi pengeluaran

c. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun
manual pada buku register STS dan disahkan oleh
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PA/KPA setiap bulan.
(3) Pembukuan atas Penerimaan di RKUD

a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu mencatat penerimaan di RKUD berdasarkan
bukti penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan
lainnya) yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum
(BKU) di sisi penerimaan dan di sisi pengeluaran sesuai
dengan kode rekening pendapatan.

b. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu mencatat baik secara elektronik maupun
manual pada buku register STS dan disahkan oleh
PA/KPA setiap bulan.

Bagian Keduabelas
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Pasal 68

(1) Bendahara Penecrimaan pada SKPD  wajib  menyelenggarakan
pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas
penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada
Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya.

(3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

{(4) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan
pertanggungiawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

(3) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

(6) Lapeoran pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan
merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara
Penerimaan Pembantu dan memuat informasi tentang
rekapitulasi penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada
di Bendahara. LPJ tersebut dilampiri dengan:

a. BKU

b. Laporan Penerimaan dan Penyetoran

¢. Register STS

d. Bukti pcncrimcnn dan pcnyetoran yvang lengkap dan sah
e. Pertanggungjawaban Bendahara Pencrimaan Pembantu

(7) Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Fungsional yang merupakan hasil
konsolidasi dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah
mendapat persetujuan dari PA paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

(8) Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-
SKPD sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan
penyetoran pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi:
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a. Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti
pcnerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku
atau laporan terkait

b. Mcneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti
penyetorannyayvang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

c. Mclakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap
proses pencrimaan pendapatan dan penyetorannya.

(9) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, PPK-SKPD
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Pasal 69

(1) Dalam hal penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Penerimaan Pembantu '

a. Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan penutupan BKU.

b. Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan
Penerimaan dan Penyetoran.

c. Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register
STS dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

d. Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU,
Laporan Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan
Register STS dan bukti penerimaan yvang sah dan lengkap
kepada Bendahara Penerimaan SKPD, paling lamgal 5
bulan berikutnya

(2) Dalam hal penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bendahara Pcnerimaan

a. Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan mclakukan
pcnutupan BKU.

b. Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Pencrimaan
dan Penyetoran.

¢. Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan
bukti-bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan
sah.

d. Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban
yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

e. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi
dan analisis kebenaran pertanggungjawaban vyang
disampaikan oleh Bendahara Pcnerimaan Pembantu.

f. Bendahara Penerimaan menggunakan data
pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu
yvang telah diverifikasi dalam proses pembuatan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang
merupakan gabungan dengan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu.

(3) Dalam hal Penvampaian LPJ Administratif

a. Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan  kepada
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Pengguna Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan:
BKU
Laporan Penerimaan dan Penyetoran
Register STS
Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan
sah
5. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

b. PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara
Penerimaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meneliti transaksi penerimaan bheserta tanda bukti
penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku
atau laporan terkait h

2. Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti
penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku
atau laporan terkait

3. Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan
terhadap proses penerimaan pendapatan dan
pcnyetorannya -

c. Jika PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan
kepadaBendahara Penerimaan.

d. Setelah LPJ Bendahara Pencrimaan dinyatakan sesuai
dan lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD
akan menyatakan  tanggung jawab  verifikasi dan
menyampaikan LPJ Bendahara Penerimaan kepada
Pengguna Anggaran.

e. Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap
LPJ Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi.

(4) Dalam hal Penyampaian LPJ Fungsional

a. Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi
persetujuan (approval), menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada
PPKD selaku BUD

b. PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan
rekonsilisasi penerimaan.

BN

Bagian Ketigabelas
Rekonsiliasi Penerimaan

Pasal 70

(1) Dalam hal Rekonsiliasi Penerimaan PPKD selaku BUD
melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban fungsional meliputi:

a. kesesuaian perhitungan atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan

b. evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan ,

c. analisis capaian realisasi penerimaan .

{2] Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan
pertanggungjawaban, PPKD sclaku BUD melakukan
rekonsiliasi penerimaan secara periodik yang dituangkan
dalam bcrita acara hasil rekonsiliasi.
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(3) Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku

BUD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

(4) Dalam hal Verifikasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud

(1)

(2)

(3)

pada ayat (3} PPKD selaku BUD memverifikasi,

mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-langkah

sesuai ketentuan, yaitu:

a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ
dengan mutasi RKUD

b. Jika PPKD sclaku BUD menemukan ketidaksesuaian
dan/atau ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD
meminta perbaikan kcpada Bendahara Penerimaan

SKPD.
c. Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD
melakukan rekonsiliasi penerimaan dengan

mengidentifikasi transaksi-transakst pendapatan yang
diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu

d. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi
pendapatan denganmenampilkan data sctiap bulan.

e. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait
capaian realisasipenerimaan.

Bagian Keempathelas
Penatausahaan Pembayaran Atas Kelebihan Pendapatan

Pasal 71

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang
sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama
dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan
vang bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang
sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya
dilakukan dengan membebankan pada rekening belanja tidak
terduga.

Pcngembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang
sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama
maupun tahun sebelumnya, dengan Kkriteria sebagai berikut:
a. penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan
b. objek penerimaan daerah yang sama.

{(4) Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:

(5)

Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;

rekomendasi APIP;

rekomendasi BPK-RI;

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak

ada upaya hukum lainnya; dan/atau

e. Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peératuran
perundang-undangan.

Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan

pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan proses

oo o
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verifikasi dan validasi, vang dimaksudkan untuk:

a. memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan;

b. memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.

(6) Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:

a. kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau

b. adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan
yang sudah disampaikan.

(7) Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil
verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

a. Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan
harus didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah
Lebih Bayar (SKRDLB) atau dcockumen lainnya yang
dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan
retribusi daerah,

b. Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB,
SKRDLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk
pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah
menerbitkan surat permohonan pembayaran
pengembalian kelebihan penerimaan pajak
daerah /retribusi daerah kepada BUD.,

c. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan
penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD
menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP2) untuk
pengembalian kelebihan penerimaan pajak
daerah/retribusi daerah.;

d. Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan
pendapatan memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan pcnyajian dokumen yang dilakukan
sccara elektronik.

Pasal 72

(1) Dalam Penerbitan SKLB sebagaima dimaksud pada pasal | 61
ayat 7 :

a. Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas
penerimaan pendapatan daerah.

b. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi
atau permohonan pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan’
daerah.

c. Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan SKLB.

d. PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.

(2) Dalam hal Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan
pendapatan daerah antara lain :

a. Penyesuaian Pendapatan
Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan
Penerimaan Daerah:

1. yvang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama
maupun tahun sebelumnya

2. yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang
sama Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan koreksi
pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

b. Belanja Tidak Terduga
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(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(7)

Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran
SKPD/SKPKD akan memproses pengajuan LS pengembalian atas
kelebihan pendapatan daerah dan membebankannya pada rekening

belanja tidak terduga.
/
Dalam hal Penyesuaian Pencatatan n

a. Berdasarkan SpP2 pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah yang sifatnya berulang dan terjadi
pada tahun yang sama, Bendahara Penerimaan SKPD

melakukan penyesuaian pcncatatan terhadap _
pengembalian  atas  kelebithan  penerimaan  dacrah
dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan
pencrimaan daerah.

b. Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan
penerimaan dacrah yang sifatnya tidak berulang dan
terjadi  pada  sebelumnya, Bendahara Pengeluaran

SKPKD melakukan penyesuaian pencatatan tcerhadap
pcngembalian atas kelebihan pcnerimaan dacrah
dimaksud yang dibebankan pada BTT.

Bagian Kelimabelas
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja

Pasal 73

Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan

sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak

dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran

daerah.

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan

mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

pembantumelaksanakan pembayaran setelah:

a. meneliti  kelengkapan dokumen pembayaran yang
diterbitkan oleh PA/KPA beserta bukti transaksinya;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum
dalamdokumen pembayaran; dan

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila

persyaratan tidak dipenuhi.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang

dilaksanakannya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

scbagal wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak

lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan

pajak yangdipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara,

51



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Pasal 74

Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan scbagian UP yang dikelolanya kepada
Bcndahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub
kegiatan pada Unit SKPD.,

Dalam proses Dbelanja menggunakan UP, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu  dapat
melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada
penyedia barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar
terlebih dahulu kepada PPTK.

Pembayaran belanja secara sckaligus kepada penyedia
barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan
dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang
dituangkan dalam Nota Pecncairan Dana (NPD) yang diajukan
oleh PPTK.

Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara
non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
ke rekening PPTK.

Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran
belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar
dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu melalui transfer ke rekening
Bendahara Pengcluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran
belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK melalui
transfer ke rekening PPTK, ;o
PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas
pcnggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara
Pcngeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Belanja Menggunakan Uang Panjar

Pasal 75

(1) Dalam hal Pengajuan Uang Panjar

a. PPTK menghitung kebutuhan wang panjar yang
berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA
SKPD.

b. PPTK menyiapkan NPD.

c. PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk
mendapatkan persetujuan.

d. PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan

menyampaikannya kepada
BendaharaPengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

e. Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan
PA/KPA, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mencairkan uang panjar sebesar yang
tercantum secara non tunai melalui pemindahbukuan
dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara
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Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.

(2) Dalam hal Pelaksanaan Belanja dengan Uang Panjar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

a. Setclah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan
belanja sebagai pelaksanaan sub Kkegiatan vyang
dikelolanya. Pada saat pelaksanaan Dbelanja, PPTK
diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah
sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil.

b. Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan
atau pelaksanaan sub Kkegiatan telah selesai, PPTK
menyusun rekapitulasi belanja yang menggunakan uang
panjar dilampiri dengan bukti-bukti yang sah, untuk
selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran
untuk diverifikasi dan sebagai bahan pertanggungjawaban
belanja.

c. Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja
terdapat kekurangan pembayaran atas uang panjar yang
diberikan, Bendahara Pengeluaran melakukan
pembayaran kekurangan pembayaran tersebut secara non
tunal melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran ke rckening PPTK.

d. Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja
terdapat kelebihan uang panjar, PPTK melakukan
pengembalian kelebihan uang panjar secara non tunai
melalui pcmindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening
Bendahara Pengecluaran.

Belanja Tanpa Uang Panjar
Pasal 76

PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan
yang dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan
pthak penyedia barang/jasa.

Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk
mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat
keabsahan belanja secara materiil.

Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan
NPD.

PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk
mendapatkan persetujuan.

PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi
belanja  disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
untuk diverifikasi,

Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti
yang sah, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pcngecluaran
Pembantu melakukan proses pembayaran langsung sccara
tunai/non tunai

Pembayaran secara  non tunai dilakukan melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening
pihak penyedia barang/jasa.

Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran
Pasal 77

Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran

pembantu melakukan verifikasi belanja dengan langkah

sebagai berikut:

a. Meneliti dokumen DPA untuk mcmastikan bahwa belanja
terkait tidak melebihi sisa anggaran.

b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanjaterkait telah disediakan.

¢. Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk
bukti/pernyataanatas pencatatan/pendaftaran BMD.

d. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum
dalam bukti transaksi.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi,

Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk

melakukan perbaikan atau penyempurnaan.

Proses verifikasi int menjadi dasar dalam proses penyusunan

LPJPenggunaan UP.

!
Bagian Keenambelas- '

Penetapan Besaran Uang Persediaan
Pasal 78

Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan
tidak menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian,
penghitungan besaran UP didahului dengan melakukan
perhitungan besaran anggaran belanja  yang akan
menggunakan LS.

Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi
tertentu dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan
pada DPA-SKPD.

Bagian Ketujuhbelas
Proses Pelimpahan Uang Persediaan

Pasal 79

Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal
SKPD dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna
Anggaran (PA).

Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada
Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub
kegiatan pada unit SKPD, yang dilakukan secara non tunai
melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat
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(4)

(5)

(6)

(7)

(1)
(2)

(3)

4

(1)

(2)

(3)

(4)

keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara
Pengeluaran.

Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan
besarnya kegiatan yang dikelola olej Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
serta waktu pelaksanaan kegiatan.

Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pcngcluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku-
buku terkait.

Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas
penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.
Pelimpahan UPP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir
ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai
dllaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan
secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.

Pasal 80

Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP
berdasarkanusulan dari Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan
pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa
Pengguna Anggaran.

Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh
Pengguna Anggaran, Bendahara Pcngcluaran melimpahkan
UP ke rekening Bendahara Pengecluaran Pembantu.
Bendahara  Pengeluaran dan Bendahara  Pengeluaran
Pembantu melakukan pencatatan pelimpahan UP tersecbut
pada buku-bukuterkait.

Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan
permintaan pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara
Pengeluaran scbesar pelimpahan UP yang terpakai disertai
bukti-bukti transaksi.

Bagian Kedelapanbelas
Permintaan Pembayaran

Pasal 81

Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui
PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD.

Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan
besaran SKPD dan lokasi, disampaikan Bendahara
Pengeluaran Pembantu melalui PPK Unit SKPD berdasarkan
SPD atau dokumen lain vang dipersamakan dengan SPD.
Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan
besaran anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara
Pengeluaran pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD
atau dokumen lainyang dipersamakan dengan SPD.

SPP sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

a. SPP UP;
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(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4}

(1)

(2)

b. SPP GU,

c. SPPTU, dan

d. SPPLS.

SPP sebagimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) terdiri atas
a. SPP TU dan

b. SPP LS.
Pasal 82

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP GU dilakukan oleh
Bendahara Pcngeluaran dalam rangka mengganti UP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 ditetapkan dengan keputusan
Kepala Daerah.

Pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
dengan melampirkan keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri
dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan UP.

Pasal 83

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran

Pembantu mengajukan SPP TU untuk melaksanakan

kegiatan yang Dbersifat mendesak dan tidak dapat

menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU.

Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat

persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian

kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan dengan

Peraturan Kepala Daerah. Dalam hal sisa TU tidak habis

digunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa TU disetor ke Rekening

Kas Umum Daerah.

Pengajuan SPP TU dilampiri dengan daftar rincian rencana

penggunaan dana.

Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan

untuk:

a. Kegiatan yang pelaksanaanya melebihi 1 (satu) bulan; dan/atau

b. Kegiatan yang mcngalami pcrubahan jadwal dart yang telah
ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.

Pasal 84

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran untuk pembayaran:

a. Gaji dan tunjangan;

b. Kepda pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan

c. Kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peratuan
perundang-undangan.

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang dan

jasa dapat juga dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu

dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA.
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Pasal 85

Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembavaran pengadaan barang dan
jasa scbagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (1) hurif b dapat juga
dilakukan oleh Bendahara =~ Pcngeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya
tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang
diteteapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD

diberikan UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran

SKPD.

Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP, yang

ditetapkan satu kali dalam satu tahun pada awal tahun

anggaran, berdasarkan pertimbangan:

a. ketersediaan kas di RKUD;

b. rencana pembayaran belanja dengan menggunakan
mekanisme LS;

¢. besaran anggaran SKPD.

Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Kepala Dacrah

tentang besaran UP dan disertai dengan pernyataan

pcngguna anggaran bahwa uang persediaan akan digunakan

sesuai dengan peruntukannya.

Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang

telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak

melebihi besaran UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:

a. Ringkasan SPP-GU;

b. Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai
dengansub rincian objek; dan

¢. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP.

Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau

pihak terkaitlainnya yang telah diverifikasi olch

bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.

Pengajuan permintaan pembayaran TU ini didokumentasikan

dalam SPP TUyang terdiri atas:

a. Ringkasan SPP-TU;

b. Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan sub
rincian objek.

Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung

dari RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian,

pembayaran gaji dan tunjangan dikategorikan sebagai

belanja LS dengan pertimbangan transfer dananya dilakukan

langsung dari RKUD ke penerima (tanpa melalui rekening

bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu).

SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk

pembayaran antara lain:

a. hibah berupa uang;

b. bantuan sosial berupa uang;

¢. bantuan kecuangan;
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d. subsidi;

e. bagi hasil;

belanja tidak terduga untuk pengembalian Kkelebihan

penerimaan yang  terjadi pada  tahun anggaran

sebelumnya;
g. pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan,
dan rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.

(8) Pengajuan  SPP-LS harus disertai dengan  berbagai
kelengkapan sesual dengan jenis pengajuannya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengajuan
Permintaan Pembayaran LS ini didokumentasikan dalam
SPP-LS yvang terdiri atas:

a. Ringkasan SPP-LS;
b. Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai
dengan sub rincian objek.

(9) Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode e-
billing untuk pembayaran atau penyetoran pajak secara
elektronik kepada PPTK.

b}

Pasal 87

(1} Pengajuan Permintaan Pembayaran UP R

a. Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan
besaran UP yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Daerah.

b. Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran UP
tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui PKK-SKFPD.

(2) Pengajuan Permintaan Pembayaran GU

a. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.

b. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui
PPK-SKPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan
Pertanggungjawaban UP.

c. Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan
oleh Bendahara Pengeluaran.

d. SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 75%
(tuyjuh puluh lima persen).

e. Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP yang
disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkan:

1. LPJ Pengginaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi yang
lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait.

2. Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam SPP-
GU.

(3} Pengajuan Permintaan Pembayaran TU -

a. Pengajuan Permintaan Belanja TU:

1. PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan didanati
TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD, untuk
memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut memenuhi
persyaratan pengajuan permintaan belanja TU, yaitu:

{a} Kegiatan yang bersifat mendesak;
(b) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.

2. PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU
sebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang
didokumentasikan dalam Daftar Rincian Belanja TU, PPTK
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3.

4.

kemudian menyampaikan Daftar Rincian Rencana
Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan
persetujuan.

Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan
Daftar Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD.
PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana
Rincian Belanja TU dengan memperhatikan batas
jumlah pengajuan permintaan belanja TU yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

b. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

1.

Bendahara Pcngeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu menerima Daftar Rincian Rencana Belanja

TU sebagai dasar pengajuan permintaan pembayaran

TU.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

meneliti rencana belanja TU dengan langkah sebagai berikut:

(a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanjaterkait tidak melebihi sisa anggaran;

(b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana
untukbelanja terkait telah disediakan;

(¢) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau
dokumenyang mendasarinya; '

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu menyiapkan permintaan TU yvang

didokumentasikan dalam SPP-TU;

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu mengajukan persetujuan  permintaan

pembayaran TU tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-

SKPD.

(4) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS
A. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan

1.

PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan
sebagai dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gayji
dan Tunjangan.

Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:

(1) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani olch
pecjabat sesuai kewenangan;

{2) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai yang
telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
meliputi;

a) Gaji induk;

b) Gaji susulan

c¢) Kekurangan gaji

d) Gaji terusan

e) SK CPNS:

f) SKPNS;

g) SK Kenaikan pangkat;

h) SK jabatan,

i) Kenaikan gaji berkala;

j)  Surat pernyataan pelantikan;
k) Surat pernyataan melaksanakan tugas;
1) Daftar keluarga (KP4);

m) Fotokopi surat nikah
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n) Fotokopi akte kelahiran

o) Surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP)
gaji;

p} Surat keterangan masih sekolah/kuliah;

g} Surat pindah;

r) Surat kematian

Kelengakapan dokumen di atas disesuaikan dengan

peruntukannya.

3. Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan
dan dokumen pendukung, Bendahara Pengeluaran
memverifikasi rencana belanja gaji dan tunjangan
dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan
tidak melebihi sisa anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan
dana untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan
diajukan telah disediakan;

(3) Meneiti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.

4. Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran
menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS
Gaji dan Tunjangan yang didokumentasikan dalam
SPP-LS Gaji dan Tunjangan. Pengajuan tersebut
disampaikan kcpada PA meclalui PPK-SKPD.

(2) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang
danJasa

1. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran

Pembantu menyiapkan LS Pengadaan Barang dan Jasa

dengan mengacu kepada berita acara dan dokumen

pengadaan. Dokumen pengadaan yang dimaksud antara
lain:

{a) Dokumen kontrak;

(b) Berita acara pemeriksaan;

(c) Berita acara kemajuan pekerjaan;

(d) Berita acara penyelesaian pekerjaan;

(e) Berita acara serah terima barang dan jasa;

() Berita acara pembayaran;

(g) Surat jaminan bank;

(h) Surat referensi/keterangan bank;

(i) Jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan
bank RKUD;

(j) Surat pernyataan kesanggupan dari pihak
lain/rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan seratus
persen sampaidengan berakhir masa kontrak;

(k) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-
kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar
negeri.

Kelengkapan bukti dokumen SPP-LS barang dan jasa

schagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (2) huruf a terdin

dari :

a. Pcnagihan langsung 100% :

(1) Pekerjaan Pengadaan barang dan jasa, mencakup :
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a) surat pesanan/surat perintah kerja (SPK}/surat
perjanjian (kontrak);

b) berita acara serah terima hasil pekerjaan/barang;

¢) Ringkasan kontrak;

d) berita acara pembayaran yang ditandatangani
penyedia barang dan pejabat pembuat komitmen,;

e) kwitansi yang ditandatangani penyedia barang/jasa,

f) Nota/faktur pembelian/pengadaan; dan

g) Surat Sctoran Pajak.

{(2) Pckerjaan pengadaan jasa konsultan, mencakup :

a) surat pesanan/surat perintah kerja (SPK)/surat
perjanjian (kontrak);

b) berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan;

c) berita acara penelitian dan pemeriksaan dokumen
administrasi;

d) berita acara serah terima hasil pckerjaan;

¢) khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan
harganya menggunakan biaya personil (billing rate),
berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri
dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai
pentahapan waktu pekerjaan dan bukti
penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti
pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat
penawaran

f) Ringkasan kontrak;

g} berita acara pembayaran yang ditandatangani pejabat
pembuat komitmen dan pelaksana pekerjaan;

h) kwitansi yang ditandatangani pclaksana pekerjaan;

i) Surat Setoran Pajak.

(3) Pekerjaan pengadaan jasa konstruksi, mencakup :

a) surat perintah kerja {SPK)/surat perjanjian
(kontrak)/surat pecnyerahan lapangan (SPL) antara
Pejabat Pembuat Komitmen dan pelaksana pekerjaan;

b) berita acara peninjauan lapangan dan kemajuan
pekerjaan beserta lampirannya;

c) berita acara penelitian/penilaian pekerjaan;

d) berita acara serah terima pertama pekerjaan
konstruksi (PHOJ;

c¢) berita acara hasil pemcriksaan pekerjaan,

f) berita acara serah terima akhir pekerjaan;

g) Ringkasan kontrak;

h) berita acara pembayaran yang ditandatangani pejabat
pembuat komitmen dan pelaksana pekerjaan;

i) kwitansi yang ditandatangani pelaksana;

j) surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan
pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami
keterlambatan;

k) surat jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh
bank atau lembaga keuangan bukan bank;

) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-
kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya
bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar

negeri;
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m)foto/buku/dokumentasi tingkat
kemajuan/penyelesaian pekerjaan;
n) potongan jamsostek (potongan sesuai dengan
ketentuan  yang  berlaku/surat  pemberitahuan
jamsostek);
o} Surat Setoran Pajak.
b. Penagihan uang muka, mencakup :
1) surat perintah kerja (SPK)/surat perjanjian
{kontrak)/surat penyerahan lapangan (SPL});

2) berita acara uang muka pekerjaan;

3) surat jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh bank
atau lembaga keuangan bukan bank;

4) surat jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh bank
atau lembaga keuangan bukan bank;

5) Ringkasan kontrak;

6) berita acara pembayaran yang ditandatangani pelaksana
pekerjaan dan pejabat pembuat komitmen;

7) kwitansi pelaksana pekerjaan;

8) potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek);

9) Surat Setoran Pajak.

c. Penagihan bertahap atau termyn, mencakup :

1} surat perintah kerja (SPK)/surat perjanjian
(kontrak)/surat penverahan lapangan (SPL);

2) berita acara peninjauan lapangan dan kemajuan
pekerjaan beserta lampirannya;

3} khusus pekerjaan jasa konsultan dilampirkan berita
acara pemeriksaan laporan pendahuluan ({termyn 1),
berita acara pemeriksaan laporan antara (termyn I},
berita acara pemeriksaan laporan akhir (termyn TII);

4} berita acara penelitian/penilaian pekerjaan;

5) khusus pekerjaanjasa konsultan dilampirkan berita
acara penelitian dan pemeriksaan dokumen
administrasi;

6) berita acara hasil pemeriksaan;

7) berita acara serah terima pekerjaan/termyn;

8) Ringkasan kontrak;

9) berita acara pembayaran yang ditandatangani pejabat
pembuat komitmen dan pelaksana pekerjaan;

10) kwitansi pelaksana pekerjaan;

11) potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek);

12) surat jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh bank
atau lembaga keuangan bukan bank;

13) Surat Setoran Pajak.

d. Kwitansi sebagaimana dokumen bukti kelengkapan SPP-LS
barang dan jasa pada ayat (1), dinyatakan sah setelah
SP2D diterbitkan dan dana dipindahbukukan dari rekening
kas daerah ke rekening penerima.

e. Kelengkapan bukti dokumen SPP-LS barang dan jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sesual
dengan peruntukannva.

Kelengkapan dokumen pengadaan di atas
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disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jenis
atau sifat pengadaan barang dan jasa yang
dilakukan.

2. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa
dengan langkah antara lain:

a. Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang akan
diajukan telah disediakan;

b. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan tidak
melebihi sisa anggaran;

c. Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas
tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST),
dan dokumen pengadaan barang dan jasa.

3. Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara
Pcngeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan
pcngajuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang
dan Jasa yang didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan
Barang dan Jasa.

4. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS
Pcngadaan Barang dan Jasa tersecbut kepada PA/KPA melalui
PPK-SKPD/PPK-unit SKPD.

(3) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga

Lainnya

(1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan
mengacu kepada Keputusan Kepala Daerah dan dokumen
pendukung lainnya.

(2) Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung
berdasarkan keputusan kepala daerah dan/atau dokumen
pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara
pengeluaran.

(3) Bcndahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan langkah antara lain:

a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan
diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

b. Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai
dengan kctentuan peraturan perundang-undangan yang
akan diajukan tclah discdiakan;

¢. Mencliti kelengkapan dan validitas perhitungan
berdasarkan keputusan Kepala Daerah dan/atau
dokumen pendukung lainnya.

(4) Berdasarkan hasil  verifikasi, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan
Permintaan LS kepada Pihak Ketiga lainnya yang
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(S)

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2]

(3)

didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga
lainnya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak
ketiga lainnya tersebut kcepada PA/KPA melalui PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD

Bagian Kesembilanbelas
Perintah Membayar

Pasal 88

Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan UP
kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan penggantian UP
vang telah digunakan kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan
SPM- GU.
Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan permintaan
TU kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.
Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, PPK-SKPD/PPK
UnitSKPD melakukan verifikasi atas:

{l)Kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak

penagih
(2)Kelengkapan dokumen vang menjadi
persyaratan/sehubungan dengan ikatan/perjanjian

pengadaan barang/jasa
(3) ketersediaan dana yang bersangkutan
Berdasrkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan
pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS
kepada Kuasa BUD.
Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA
tidak menerbitkan SPM-LS.
PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil
verifikasi tidak memenuhi syarat, paling lambat 1 (satu) hari
terhitung sejak diterimanya SPP.

Pasal 89

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan
dan keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Perintah pembayaran diajukan olch Pengguna Anggaran
kepada Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang
disiapkan oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD setelah
schelumnya melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan pengajuan pembayaran

Jenis SPM terdiri atas:

1) SPM-UP

2) SPM-GU

3) SPM-TU

4) SPM-LS Gaji dan Tunjangan

5) SPM -LS Pengadaan Barang dan Jasa
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6} SPM-LS Pihak ketiga lainnya

(4) PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan
dan keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan
pembayaran LS dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

(5) PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun
anggaran berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

(6) Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang
bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang
untuk menandatangani SPM berdasarkan Surat Tugas
PA/KPA.

(7) Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat
yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(8) PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM,
melakukan pencatatan pada register SPM.

Perintah Membayar UP
Pasal 20

(1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh  Bendahara
Pengeluaran, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara
meneliti kesesuaian besaran UP dengan SK Kepala Daerah.

(2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD
menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang
didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk
ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

(3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2
(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah,
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan
dilengkapi:

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.

Perintah Membayar GU
Pasal 91

(1) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan
UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara
Pengeluaran dengan langkah berikut:

a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkaittidak melebihi sisa anggaran,

b. Mencliti dokumen SPD untuk mcmastikan dana untuk
belanjaterkait telah disediakan,

c. Meneliti kelengkapan dan kcabsahan bukti-bukti
transaksidan dokumen perpajakan terkait.

d. Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU,
LPJ Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.

(2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau
ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD
meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada
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(3)

(4)

Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak

diterimanya SPP-GU.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK

SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang

didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-

GU paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan

lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada

Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan

b. Suratan Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri
checklist kelengkapan dokumen.

Perintah Membayar TU

Pasal 92

(1) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara

(2)

(3)

(4)

(1)

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai

dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:

a. Meneliti dokumen DPA untuk mermastikan bahwa belanja
terkaittidak melebihi sisa anggaran;

b. Meneliti dockumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan;

c. Meneliti kapan dan keabsahan persyaratan pengajuan
permintaan Perintah Membayar TU.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau

ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-

Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan

kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu paling lambat 1 {(satu) hari sejak diterimanya SPP-

TU.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-

SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah

Membayar TU yvang didokumentasikan dalam draft SPM-TU

untuk ditandatangani oleh Pcngguna Anggaran.

PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling

lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap

dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD,

dengan dilengkapi:

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan

b. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
yvang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

Perintah Membayar LS
Pasal 93
Berdasarkan gajuan SPP-LS oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang
dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-
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SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan langkah

berupa:

a. Meneliti dokumen DPA untuk mcmastikan bahwa belanja
terkaittidak melebihi sisa anggaran;

b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan;

c. Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis
pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undangan sebagaimana yang tersimpan dalam
dokumentasi di sistem.

d. Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.

e. Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS
dengan dokumen pendukungnya.

(2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau
ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-
Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan
kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-
LS.

(3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pecngajuan Perintah Membayar
LS vang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk
ditandatangani oleh PA/KPA

(4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling
lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap
dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD,
dengan dilengkapi:

a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan

Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang

dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

(5) Perbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP
yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file
kepada Kuasa BUD.

Bagian Keduapuluh—
Perintah Pencairan Dana

Pasal 94

(1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang
diterima dari PA/KPA yang ditujukan kepada bank
operasional mitra kerjanya.

(2) Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

(3) Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban
untuk:

a. Meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA
berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
PA/KPA;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban
APBD yangtercantum dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan;
dan

d. memerintahkan pencairan dana scbagai dasar
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Pengeluaran Daerah.

{(4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

apabila:

a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tan
Mutlak PA/KPA;dan/atau 7 sgnng  Jawab

b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.

Kpasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D

tidak diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak

diterimanya SPM.

Kelengkapan dokumen SPM-UP scbagaimana dimaksud pada

Pasal 91 huruf ¢ ayat (1) untuk penerbitan SP2D, mencakup :

a. surat pengajuan penerbitan SP2D-UP yang ditandatangani
oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran;

b. SPM-UP asli yang ditandatangani oleh kepala SKPD selaku
pengguna anggaran;

c. lembar pernyataan verifikasi yang ditandatangani PPK
SKPD/PPK Unit SKPD yang memuat checklist kelengkapan
dokumen;

d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA belanja
UP yang ditandatangani pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran.

Kelengkapan dokumen SPM-GU sebagaimana dimaksud pada Pasal 91

huruf ¢ ayat (1) untuk penerbitan SP2D mencakup :

a. surat pengajuan penerbitan SP2D-GU yang ditandatangani
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

b. SPM-GU asli yang ditandatangani oleh pengguna anggaran;

¢. lembar pernyataan verifikasi yang ditandatangani PPK SKPD/PPK
Unit SKPD yang memuat checklist kelengkapan dokumen;

d. laporan pertanggungjawaban belanja penggunaan dana GU yang

ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;

e. surat pernyataan pengajuan SPP-GU; dan

surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA belanja GU

periode sebelumnya yang ditandatangani pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran,

Kelengkapan dokumen SPM-TU sebagaimana dimaksud pada Pasal 75

huruf ¢ avat (1) untuk penerbitan SP2D mencakup :

a. surat pengajuan penerbitan SP2D-TU yang ditandatangani oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran,

b. SPM-TU asli yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran;

c. lembar pernvataan verifikasi yang ditandatangani PPK SKPD/PPK
Unit SKPD yang memuat checklist kelengkapan dokumen;

d. surat keterangan pengajuan TU,;

Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana/TU Nihil

atas SPM-TU sebagaimana huruf (h), dilampirkan:

a. laporan pertanggungjawaban belanja penggunaan dana TU yang
ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu; dan

b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak belanja TU yang
ditandatangani tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran.

-
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¢. lembar pernyataan verifikasi yang ditandatangani PPK SKPD/PPK
Unit SKPD yang memuat checklist kelengkapan dokumen;

(10) Kelengkapan dokumen SPM-LS gaji dan tunjangan serta penghasilan

(11)

(12)

(13)

lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 huruf ¢ ayat (1) untuk

penerbitan SP2D,mencakup :

a. surat pengajuan penerbitan SP2D-LS vang ditandatangani olch
pcngguna anggaran;

b. SPM-LS asli yvang ditandatangani oleh pengguna anggaran;

c. lembar pernyataan verifikasi yang ditandatangant PPK SKPD yang
memuat checklist kelengkapan dokumen;

d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA belanja LS yang
ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

e. daftar gaji/daftar nominatif penerima.

Kelengkapan dokumen SPM-LS-Bend sebagaimana dimaksud pada

Pasal 75 huruf ¢ ayat (1} untuk penerbitan SP2D,mencakup :

a. surat pengajuan penerbitan SP2D-LS-Bend yang ditandatangani
oleh pengguna anggaran; -

b. SPM-LS-Bend asli yang ditandatangani oleh pengguna anggaran;

c. lembar pernyataan verifikasi yang ditandatangani PPK SKPD/PPK
Unit SKPD yang memuat checklist kelengkapan dokumen;

d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA belanja LS-Bend
yang ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran,

e. daftar nominatif penerima.

Kelengkapan dokumen SPM-LS Barang dan Jasa sebagaimana

dimaksud pada Pasal 75 huruf ¢ ayat (1) untuk penerbitan SP2D,

mencakup :

a. surat pengajuan penerbitan SP2D-LS barang dan jasa yang
ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran,

b. SPM-LS asli yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran,

c. lembar pernyataan verifikasi SPP-LS barang dan jasa yang
ditandatangani PPK SKPD/PPK Unit SKPD yang memuat checklist
kelengkapan dokumen;

d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA belanja SP2D-LS
barang dan jasa yang ditandatangani pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran.

e. Lembar Kontrol;

f. Fotocopy berita acara pembayaran;

g. Fotocopy ringkasan kontrak;

Kelengkapan dokumen SPM-LS Hibah sebagaimana dimaksud pada

Pasal 75 huruf ¢ ayat (1) untuk penerbitan SP2D, mencakup :

a. surat pengajuan penerbitan SP2D-LS Hibah yang ditandatangani
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

b. SPM-LS asli yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran;

c. lembar pernyataan verifikasi SPP-LS Hibah lembar pernyataan
verifikasi PPK SKPD/PPK Unit SKPD yang memuat checklist
kelengkapan dokumen;

d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA belanja SP2D-LS
Hibah yang ditandatangani pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran.

69



(14)

(15)

{1)

(3)

{4)

Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan
memuatinformasi tentang:
a. Bank Rekening yang akan dicairkan
b. Jumlah total dana RKUD yang dicairkan
¢. Tyjuan pembayaran dari jumlah total tersebut yang
terinci menjadi:
(1) Pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga
penyediabarang/jasa;
(2} Potongan yang  bersifat transitoris, diperlakukan
sesuail ketentuan;
Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa
BUD dengan Bank, harus dipastikan informasi yang
dipersyaratkan dalam Perintah Pencairan Dana
tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap
memperhatikan keamanan digital pada sistem masing-
masing;
Pasal 95

Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai

Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa

BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai

berikut: ‘

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja terkaittidak melebihi sisa anggaran;

2} Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanjaterkait telah disediakan;

3) Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang
menjadipersyaratan pengajuan SPM;

4) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban
APBD yangtercantum dalam perintah pembayaran.

Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/

atau KPA apabila:

a. Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak PA/KPA;

b. Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-
SKPD/PPK Unit SKPD vang  dilampiri checklist
kelengkapan dokumen; dan

c. Belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana
tidak tersedia.

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau

ketidaklengkapan dalam proses verifikasi terscbut, Kuasa

BUD mcngembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu)

hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa

BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana  yang

didokumentasikan dalam SP2D.
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(1)

Bagian Keduapuluhsatu -
Pembukuan Bendahara Pengeluaran

Pasal 96

Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut: ‘

a. Penerimaan Uang Persediaan
Bendahara Pcngeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
membukukan pcnerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D-
UP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan
pada Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku
Kas Pembantu Bank di sisi penerimaan sesuai dengan
jumlah yang tertera pada SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU.

b. Pelimpahan Uang Persediaan
Pelimpahan Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu dicatat pada BKU di sisi
pengeluaran, serta pada Buku Pembantu Bank di sisi
pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang dilimpahkan.

¢. Pergeseran Uang Persediaan
Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU
yvang terdapat di bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan
pada BKU sisi pengeluaran dan penerimaan, pada Buku
Pembantu Bank di sisi pengeluaran, dan pada Buku
Pembantu Kas Tunai di sisi penerimaan sesuai dengan
jumlah UP/GU/TU yang digeser.

d. Pembayaran belanja oleh Bendahara
Atas pembayaran vang dilakukan Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
berdasarkan bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK
secara tunai/non tunai, dilakukan pembukuan dengan
mencatat pada BKU di sisi pengcluaran, pada Buku
Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu Bank di  sisi
pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek
Belanja pada kolom UP/GU/TU scjumlah nilai belanja
bruto.

e. Pemberian Uang Panjar
Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti
pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencatat pemberian uang panjar sebesar uang yang
diberikan kepada PPTK di BKU pada sisi pengeluaran,
pada Buku Pembantu Bank pada sisi pengeluaran dan
Buku Pembantu Panjar di sisi pengeluaran.

f. Pertanggungjawaban Uang Panjar
Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK
atas penggunaan uang panjar, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat
di BKU pada sisi pengeluaran dan di buku pembantu Sub
Rincian Objek Belanja pada sisipengeluaran.
1. Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar
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dari PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu mencatat di Buku Pembantu
Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi
penerimaan sebesar yang dikembalikan.

2. Dalam hal terdapat Kkekurangan uang panjar,
Bendahara  Pengeluaran/ Bendahara  Pengeluaran
Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK, dan
selanjutnya mencatat di Buku Pembantu Bank atau
Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi pengeluaran
schesar yang dibayarkan.

g. Belanja melalui LS
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu melaksanakan pembukuan pembayaran belanja
melalui LS dengan melakukan pencatatan pada BKU di sisi
penerimaan dan sisi pengeluaran pada tanggal yang sama,
dan mencatat pada Buku Pembantu Sub Rincian Objek
Belanja pada kolom belanja LS sebesar jumlah belanja
bruto.

h. Pemungutan dan Penyctoran Pajak
1. Pada saat pemugutan/pemotongan pajak, Bendahara

Pengcluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencatat pada BKU di sisi penerimaan, dan pada
Buku Pembantu Pajakdi sisi penerimaan.

2. Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, dan
Buku Pembantu Pajak di sisi pengeluaran.

i. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran / Bendahara
Pengeluaran Pembantu wajib ditutup pada sctiap akhir
bulan dengan ditandatangani oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan
PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan Kas.

Bagian Keduapuluhdua
Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran

Pasal 97

Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan UrP/GU/TU/LS
kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu
pada SKPD  wajib mempertanggungjawabkan secara
fungsional atas pengelolaan uang yang menjadl tanggung
jawabnya dengan menyampaikan LPJ pengeluaran kepada
PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ
pengeluaran dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan
pertanggungjawaban ditctapkan dalam Peraturan Kepala
Daerah.
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Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu  secara
fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat

pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.
Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran,
pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember
disampaikan paling lambat tanggal31 Desember.

Pasal 98

Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan
pertanggungjawaban atas pengelolaan yang terdapat dalam
kewenangannya,

Pcrtanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:

a. LPJ Penggunaan UP

1. LPJ penggunaan UP dilakukan Bcndahara Pengcluaran
padasetiap pengajuan GU.

2. LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui
PPK-SKPD dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap
dan sah.

3. LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran
pengajuan SPP-GU.

4, Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan
secara khusus (tidak menjadi lampiran pengajuan
GU), sekaligus sebagal laporan sisa dana UP yang
tidak diperlukan lagi. Penyampaian LPJ ini dikuti
dengan penyetoran sisa dana UP ke RKUD.

b. Pertanggungjawaban penggunaan TU

1. Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengcluaran
Pembantu sctelah TU yang dikelolanya telah
habis/selesai digunakan untuk mendanai suatu sub
kegiatan atau telah sampai pada waktu yang
ditentukan sejak TU diterima.

2. Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan
kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
berupa LPJ TU yang dilampiri bukti-bukti belanja yang
lengkap dan sah.

3. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi
terhadap LPJ penggunaan TU scbelum ditandatangani
oleh PA/KPA.

c. Pertanggungjawaban Administratif

1. Pertanggungjawaban  administratif disampaikan oleh
Bendahara Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

2. Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ yang
menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa
pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan
yvangdilampiri:

a)] BKU;
b) Laporan penutupan kas (BKU); dan
c}) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu
3. Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh
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Bendahara Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD
sctelah mendapat persetujuan PA.

4. Pada bulan terakhir tahun anggaran,
pertanggungjawaban  fungsional disampaikan paling
lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib
melampirkan bukti setoran sisa UP

d. Pertanggungjawaban Fungsional

1. Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya;

2. Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ yang
menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu
anggaran secara kumulatif dan/atau per Kkegiatan yang
dilampiri:
aJ Laporan Penutupan Kas dan
bj LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

3. Pertanggungjawaban Fungsional disampaikan oleh bendahara
pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah menadapat
persetujuan PA

4. Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari
dan wajib melampirkan setoran sisa UP.

Pasal 99

(1) Pertanggungjawaban Penggunaan UP

a. Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran
menyiapkan LPJ penggunaan UP,

b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan
kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD schagai
lampiran pengajuan SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti
yang lengkap dan sah.

(2} Pertanggungjawaban Penggunaan TU

a. Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah
TU yang dikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai
suatu sub kegiatan dan/atau telah sampai pada waktu yang
ditentukan sejak TU diterima.

b. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan
TU kepada PA melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-
bukti belanja yang lengkap dan sah.

c. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ penggunaan
TU sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-
langkah sebagai berikut:

1. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanjaterkait telah disediakan.

2. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
belanja terkaittidak melebihi sisa anggaran.

3. Meneliti keabsahan bukti belanja.

(3) Pertanggujawaban Administratif

a. Penyusunan LPJ
1. Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu
untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
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b.

2. Bendahara  Pengeluaran  akan menyiapkan  LPJ
Bendahara serta melakukan konsolidasi dengan LPJ
Bendahara Pembantu. LPJ Bendahara memberikan
gambaran jumlah anggaran, realisasi, dan sisa pagu
anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan yang
dilampiri:

a) BKU
b) Laporan Penutupan Kas;
c) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Penyampain LPJ Administratif
1. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara
kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.
2. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
administratifdengan langkah-langkah sebagai berikut:
a) Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja
yvang terdokumentasikan dalam buku atau laporan
terkait

b) Meneliti penerimaan SP2D yang tcrdokumentasikan
dalam buku atau laporan terkait

c) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan
terhadapproses belanja dan pengeluaran kas

3. Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan
ketidaksesuaian dan/atau Kketidaklengkapan, maka
PPK SKPD meminta perbaikan dan/atau
penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran.

4. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap,
maka PPK SKPD akan pengajuan penandatanganan
dan persetujuan LPJ Bendahara secara administratif
kepada Pengguna Anggaran.

5. Penggunaan Anggaran menandatangani LPJ Bendahara
yang sudah diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

Pertanggungjawaban Fungsional

a.

Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh
Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran
menyampaikan pertanggungjawaban fungsional kepada
PPKD selaku Kuasa BUD untuk ditandatangani, paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi
dan menandatangani LPJ Bendahara  Pengeluaran
secbagai bentuk persetujuan,

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu,
meliputi :
1) Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP

a. Pertanggungjawan penggunaan UP dilakukan Bendahara
Pecngeluaran pada setiap pengajuan penggantian
limpahan UP.

b. Pertanggungjawaban penggunaan limpahan Up
disampaikan kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD
berupa LPJ limpahan UP yang dilampiri bukti-bukti
belanja yang lengkap dan sah.

c. LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran sebagal dasar penyusunan LPJ
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Bendahara Pengeluaran.
2) Pertanggungjawab penggunaan TU

a. Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang
dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk
mendanai suatu sub kegiatan atau tclah sampai pada
waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

b. Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan
kepada KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa
LPJ-TU yang dilampiri bukti-bukti belanja yang
lengkap dan sah.

c. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi
terhadap LPJ penggunaan TU sebelum ditandatangani
oleh KPA.

3) LPJ

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ
kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal
5 bulanberikutnya, dilampiri:

1. BKU; dan
2. Laporan penutupan kas.

b. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan  verifikasi
terhadap LPJ sebelum ditandatangani KPA untuk
mendapatkan persetujuan.

Bagian Keduapuluhtiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui
Tahun Anggaran

Pasal 100
Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan
perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun

anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat

terjadi akibat:

a. Keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah
diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;

b. Perpanjangan waktu  pelaksanaan  pekerjaan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengadaan barang dan jasa;

c. Keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau
penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar {force
majeure) sesual peraturan perundang-undangan

d. Kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
hasil putusanpengadilan yang bersifat tetap.

Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran

terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun

berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan secbagai
berikut:

a. Melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk
selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;

76



(3}

(4)

(5)

b. Pembayaran atas kewajiban pthak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode
rekening berkenaan.

¢c. Mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan
SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu

pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan
barang dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan
sebagal berikut:

a. Melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk
selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;

b. Pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode
rekening berkenaan.

c. Mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar
pelaksanaan pembayaran.

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar

kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan

jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai
peraturan perundang- undangan, pemerintah daerah
melakukan tahapan scbagai berikut:

a. Kepala SKPD menelitl sebab-sebab terjadinya
keterlambatan penyelesaian pckerjaan pada tahun
anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa
keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian
penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan
jasa;

b. Kepala daerah menetapkan keadaan kahar (force majeure)
sesuai peraturan perundang-undangan;

¢. Melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk
selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;

d. Pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan
dalam program, Kkegiatan, dan sub kegiatan serta kode
rekening berkenaan.

e. Mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan
SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat
tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai
berikut:

a. Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban
pemerintah dacrah sebagai dasar penganggaran dalam
APBD;

b. Melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD
dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk
sclanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;

c. Pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan
dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode
rekening berkenaan;
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d. Mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan
SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas
ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun
anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus
dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah
untuk menganggarkan dalam perubahan perkada tentang
pcnjabaran APBD;
Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang
melampaui tahun anggaran diatur dalam peraturan kepala
daerah;

Bagian Keduapuluhempat
Belanja Wajib Mengikat

Pasal 101

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil
persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari
sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah
menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran
sebelumnya.

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD
sebagaimana dimaksud di atas diprioritaskan untuk belanja
yang bersifat mengikatdan belanja yang bersifat wajib.
Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan
SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD.

Pasal 102

anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan mengikat dapat
dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a.

Dalam hal kcterlambatan penctapan APBD; dan

b. Dalam hal dokumen belum siap.

(1)

(2)
(3)

Bagian Keduapuluhlima
Sub Kegiatan yang bersifat Tahun Jamak

Pasal 103

Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak
(multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan
Peraturan Daerah,;

Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas
persetujuanbersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA
dan PPAS;
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Peraturan Daerah (Persctujuan bersama antara Kepala Daerah

dan DPRD) tahun jamak sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama Sub Kegiatan;

b. Jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;

c. Jumlah Anggaran;

d. Alokasi anggaran pertahun;

Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi:

a. Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang
secara teknis merupakan satu kesatuan untuk
menghasilkan satu output yang memerlukan waktu
penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau

b. Pekcrjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun
anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan,
pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di
rumah sakit, layanan pembangunan sampah dan
pengadaan jasa cleaning service.

c. Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui
masa jabatan Kepala Daerah.

d. Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Kepala
Daerah berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub
kegiatan tahun jamak dimaksud dapat diselesaikan
sampai berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Keduapuluhenam
Sub Kegiatan yang bersifat Tahun Jamak

Pasal 104

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan
pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala
SKPKD.

Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Dacrah dilakukan

melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan
pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya

digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

a. Menutupi defisit anggaran;

b. Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum
tersedia anggarannya;

c. Membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah
yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului
perubahan APBD;

d. Melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

e. Mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat
adanya kebijakan Pemerintah;

f. Mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum
tersedia anggarannya; dan/atau

g. Mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya
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ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD
tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai
dengan batas akhir penyelesalan pembayaran dalam
tahun anggaran berjalan.
Pemindahan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas
Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan
Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening
Kas Umum Daerah dilakukan setelah jumlah Dana
Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah
tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan
mencukupi.
Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan
yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun

anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana
Cadangan.

Pcmindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening
Kas Umum Daerah dilakukan dengan surat perintah
pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 105

Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa
BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan
pembiayaan pada Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
(BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan pengeluaran
pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
(BKPP) pada sisi pengeluaran.

Terdapat penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat
pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan
pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
(BKPP} pada sisi penerimaaan, sedangkan pengeluaran
pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
(BKPP) pada sisi pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas
pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD
menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan (BKPP).

Pencrimaan kas atas Pcncerimaan Kembali Pcemberian
Pinjaman Daerah mclalui RKUD.

Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD untuk pemberian
pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas atas
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi
penerimaan.

Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang
mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali, yang bersumber dari:
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(7)

(8)

(9

(10

(11)

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

l. Pemerintah pusat;

2. Pemcrintah daerah lain;

3. Lembaga keuangan bank;

4. Lembaga keuangan bukan bank; dan

5. Masyarakat.

Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari
pemerintah pusat dilaksanakan melalui:

1} Pembayaran langsung;

2) Rekening khusus;

3) Pemindahbukuan ke RKUD;

4) Letter of credit; dan

5) Pembiayaan pendahuluan.

Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman  Daerah
menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi
penerimaan.

Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam
Peraturan Kepala Daecrah dengan mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Sistem wvdan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah  ditetapkan  dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen
vang dilakukan secara elektronik.

Bagian Keduapuluhtujuh
Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 106

Pelaksanaan dan pcnatausahaan penerimaan dan

pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala

SKPKD.

Penecrimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan

melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD

melakukan pencatatan dan pengesahan penecrimaan dan

pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan

dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan

Dana Cadangan.

Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum

Daerah ke rekening Dana Cadangan.

Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD

atas persetujuan PPKD.

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan,

Kuasa BUD berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yvang
diterbitkan oleh kepala SKPKD;
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(1)

(2)

(3)

(4)

(©)

(7)

(8}

(9)

(10)

(11)

b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan
yang tercantum dalam perintah pembayaran;
menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran
atas pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi
persyaratan yang ditetapkan.

o0

Pasal 107

Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa
BUD akan melakukan pencatatan atas penerimaan
pembiayaan pada Buku Kas Pcnerimaan dan Pengeluaran
(BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan pengeluaran
pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran,

Terhadap penerimaan dan pengcluaran yang telah mendapat
pengesahan BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan
pembiayaan di Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
(BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan pengcluaran
pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengcluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

Melunasi kcwajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan
anggaran pembayaran bunga dan pokok utang serta
menghindari denda dan/atau sanksi sesuai dengan
perjanjian pinjaman.

Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada
rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum
yang ditetapkan Kepala Daerah dalam bentuk deposito
dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko
rendah.

Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan  atas
pemanfaaatan Dana Cadangan Pemerintah Daerah mengakui
dan mencatat Bunga Dana Cadangan sebagai Lain-lain PAD
Yang Sah.

Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai
kebutuhan Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan
dalam mencapai indikator capailan sasaran yang telah
ditetapkan. '

Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan
satu sub kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian
sasaran yang telah ditetapkan.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan
usaha milik negara/daerah dan/atau badan wusaha
lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang
penycrtaan modal.

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan
bentuk investasi pemerintah dacrah pada Badan Usaha
dengan mendapat hak kepemilikan.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik
daerah mecrupakan pengalihan kepemilikan barang milik
daerah yang semula merupakan kckayaan yang tidak
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan
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(12)

(13)

(14)

(15)
(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan

hukum lainnya yang dimiliki negara.

Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam

bentuk uang dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan

dokumen antara lain:

a. Peraturan Daerah tentang penyertaan modal; dan

b. Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.

Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan

atas penyertaan  modal dacrah menggunakan Buku

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hasil penjualan kekayaan dacrah yang dipisahkan merupakan

hasil bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan

kekayaan daecrah yang dipisahkan.

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan antara lain:

a. Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah
yvang dipisahkan;

b. Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

c. Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.

Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD

menggunakan Buku Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan.

Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD

diperkirakan surplus.

Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah
dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan
mengacu pada perjanjian pemberian pinjaman/pemberian
utang.

Tata cara Pcmberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan
Kembali Pemberian Pinjaman Dacrah diatur dalam Peraturan
Kepala Daerah.

Pengeloalaan anggaran untuk pembayaran pokok utang yang
jatuh tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan
jumlah yang ditetapkan dalam Pecraturan Daerah tentang
APBD dengan mengacu pada perjanjian utang/obligasi
daerah.

Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan
pembebanan melalui RKUD.

Pembukuan Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran
pokok utang yang jatuh tempo menggunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh
Kuasa BUD pada sisi pengeluaran.

Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur
dalam Peraturan Kepala Daerah dengan mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah  ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi,
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aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secaraelektronik.

BAB VII
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAERAH

Pasal 108

(1) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya.

(2) Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada
akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD pada SKPD
Pasal 109

(1} Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan
bulanan dari bendahara  penerimaan dan laporan
pertanggungjawaban pengecluaran dari bendahara
pengeluaran, PPK SKPD menyiapkan laporan realisasi
semester pertama APBD dan prognosis SKPD dengan cara:

a. Menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan
pengeluaran dalam laporan pertanggungjawaban
penerimaan bulanan dan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran bulanan per rekening dan jenis penerimaan
belanja dari bulan Januari s.d. Juni.

b. Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis
belanja hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke
dalam format laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis SKPD pada kolom realisasi semester pertama.

c. Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara
anggaran dan penerimaan.

d. Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah
dengan nilai rencana perubahan anggaran.

(2) PPK SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA
untuk ditandatangani.

a. Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk
meneliti ketepatan, kelengkapan dan kevalidan
perhitungan dalam penyajian data dan informasi yang
tercantum pada laporan realisasi semester pertama APBD
dan prognosi SKPD yang diserahkan oleh PPK SKPD.

b. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD
selaku PA menandatangani laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis SKPD.

c. Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi
semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah
ditandatangani kepada PPKD seclaku BUD paling lambat
10 hari setelah semester pertama berakhir.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD pada
Pemerintah Daerah

Pasal 110

Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis yang diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA,
BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti
kesesuaian laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis SKPD dengan:

a. pencatatan dan penyctoran penerimaan; dan

b. pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD
yang ada di BUD.

Dalam hal verifikasi dinyatakan tclah sesuai, BUD
menggabungkan laporan realisasi semester pertama APBD
dan prognosis SKPD menjadi laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah paling
lambat minggu kedua bulan JulL

Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
Pemerintah Daerah hasil penggabungan tersebut
disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator
Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapatkan
persetujuan.

Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian
disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani
paling lambat mingguketiga bulan Juli.

Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis Pemerintah Daerah kepada
DPRD paling lambat akhir bulan Juli.

BAB VIII

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

(1)

(2)

(1)

DAERAH

Bagian Kesatu
Akuntansi Pemerintah Daerah

Pasal 111

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

b. SAPD; dan

c. BAS untuk Daerah,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Pasal 112
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a, meliputi kebijakan akuntansi
pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1}

(2)

(3)

(1)

(2)

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat penjelasan atas unsurunsur laporan keuangan
yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan
keuangan.

Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, danf atau
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesual dengan SAP.

Pasal 113

SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b,
memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan
identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku
besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan.
Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit meliputi:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. neraca;

d. laporan operasional;

e. laporan arus kas;

f. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

SAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem
akuntansi SKPKD dan sistem akuntansi SKPD.

Pasal 114

BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1)
huruf ¢ merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
melakukan kodecfikasi akun yang menggambarkan struktur APBD
dan laporan keuangan secara lengkap.

BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara
nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran,
pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.

BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diselaraskan dengan bagan akun standar Pemerintah Pusat, yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Bagian Kedua Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah

Bagian Kedua
Pelaporan Keuangan

Pasal 115

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses
penJrusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah
oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan
keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Laporan keuangan SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas
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(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

akuntansi paling sedikit meliputi:

a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

¢. laporan operasional;

d. laporan perubahan ekuitas; dan

¢. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD paling lambat 2
(dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan
ketentuan peraturan perurndangundangan.

Pasal 116

Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 94 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku
PPKD scbagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala
Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungiawaban pelaksanaan
APBD.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit meliputi:

laporan realisasi anggaran;

laporan pembahan saldo anggaran lebih;

neraca;

laporan operasional;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris
daerah paling lambat 3 {tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

-0 a0 op

Pasal 117

Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 94 ayat (1) dilakukan reviu oleh aparat pengawas
internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan
untuk dilakukan pemeriksaan,

Laporan keuangan Pemerintah Daerah scbagaimana dimaksud pada
avat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Kcuangan
sebagnimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan sctelah menerima laporan keuangan dari
Pemerintah Daerah.

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan
laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan
Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diajukan
kepada DPRD.
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Pasal 118

Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas
laporan keuangan Pemcerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
95 avat (3).

Pasal 119

Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan
daerah, PA men5rusun dan menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan
dan semesteran untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPRKD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam rangka
memenuhi kewajiban penyampaian informasi keuangan daerah, PPKD
menJrusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran
untuk disampaikan kepada Menteri dan mentert yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perurndangundangan.

BAB IX ,
PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
Penyusunan dan Pembahan Rancangan Peratuan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 120

(1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Dacrah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemecriksa Keuangan serta ikhtisar
laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

{2} Rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD  sebagaimana
dimaksud pada dibahas Kepala Daerah bersama DPRD
untuk mendapat persetujuan bersama.

(3} Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

(4) Atas dasar persetujuan bersama, Kepala  Daerah
menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(5} Dalam hal dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya
rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak
mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah
terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah
menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pasal 121

Rancangan Peraturan Kcpala Daerah tentang
pertanggungjawaban peclaksanaan APBD ditetapkan setelah
memperocleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi
dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah
Kabupaten Bekasi.

Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 7
(tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil
keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap
rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Pasal 122

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
bescrta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dituangkan dalam
persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Kepala
Daerah danpimpinan DPRD.

Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD berdasarkan hasil pembahasan
rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

Pasal 123

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada
gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari sejak DPRD tidak
mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah
terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Gubernur sebagai wakil pemcrintah Provinsi mengesahkan
rancangart Peraturan Kepala Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kepala Daerah menetapkan rancangan Pcraturan Kepala
Daerah menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Bagian Kedua
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 124

Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pclaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan
rancangan Pcraturan Dacrah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada
Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak
tanggal persetujuan rancangan Pecraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi
sebelum ditetapkan oleh gubernur,

Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan

rancangan Peraturan Daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji
kesesuaian decngan Peraturan Daerah tentang APBD,

Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau
temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan.

Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan
Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah
diterima.

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah
scsuai dengan Peraturan Daecrah tentang APBD, Peraturan
Daerah tentang pcrubahan APBD, Peraturan Kcpala Daerah
tentang penjabaran APBD, Pcraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran perubahan APBD, dan tclah menindaklanjuti
temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan, gubernur menetapkan rancangan Peraturan
Daerah menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan
Kepala Daerah menjadi Peraturan Kepala Daerah.

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
bertentangan -dengan Pecraturan Daerah tentang APBD,
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau
tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari
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(6)

(7

(1}

(2)

(3)

(4)

terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
ditindaklanjuti oleh bupati dan DPRD dan bupati menetapkan
rancangan Perda kabupaten tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD menjadi Perda kabupaten dan rancangan Perkada
kabupatenlkota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD menjadi Perkada kabupaten, gubernur mengusulkan kepada
Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk
melakukan penundaan danf atatt pemotongan Dana Transfer Umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
dan evaluasi ranPeraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan
Keputusan Menteri.

Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah Provinsi
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta penyampaian
hasil keputusan evaluasi dapat memuat informasi aliran
data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.

Pasal 125

Paling lambat 3 (hari) setelah persetujuan Bersama
dengan DPRD, Kepala Daerah mengirimkan rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pclaksanaan
APBD serta rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
Gubernur untuk dievaluasi.

Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
serta rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Gubernur mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil
evaluasi untuk disampaikan kepada Bupati.

Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan
laporan hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, Bupati
menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan
Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah menjadi
Peraturan Kepala Daerah.
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BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Pertama
Prosedur Pengeluaran Pemberian Subsidi, Bantuan Keuangan, Dan
Pembiayaan

Pasal 126

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban
pengeluaran pemberian subsidi, bantuan sosial, dan bantuan keuangan,
serta pengeluaran pembiayaan dilakukan dengan tahapan scbagai berikut :
(1) Setelah anggaran pengeluaran belanja DPA-PPKD disahkan dan
pembcrian ditetapkan dalam surat keputusan Bupati, kepala SKPD
yang melaksanakan fungsi pengeluaran  terkait mengajukan
permohonan pencairan kepada PPKD selaku BUD melalui Bendahara
Pengeluaran PPKD untuk diterbitkan SPP;
(2) Kelengkapan dokumen permohonan  pcncairan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mencakup :
a. Surat keputusan Bupati;
b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh
penerima; dan
¢. berita acara serah terima hak yang ditandatangani oleh kepala
SKPD terkait dan pencrima.
d. Lembar Verifikasi yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah
terkait.
(3) Berdasarkan SPP-LS yang diajukan Perangkat Daerah terkait, PPKD
melakukan verifikasi atas :
a. Kebenaran materil surat bukti mengenai pihak yang mengajukan.
b. Kelengkapan Dokumen yang menjadi persyaratan.
c. Ketersediaan Dana
(4) Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD memerintahkan pembayaran atas
Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.
(5) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA tidak memenuhi
syarat, PA tidak menerbitkan SPM-LS5.
(6) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuasa BUD
menerbitkan SP2D.

Prosedur Pengeluaran Hibah, dan Bantuan Sosial

Pasal 127

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban
pengeluaran pemberian Hibah dan bantuan sosial dilakukan dengan
tahapan scbagat berikut :

(1} Sctelah anggaran pengeluaran belanja DPA-SPKD disahkan dan
pemberian ditetapkan dalam surat keputusan Bupati, kepala SKPD
yang melaksanakan fungsi pengeluaran terkait mengajukan
permohonan pencairan kepada Bidang Perbendaharaan selaku BUD
melalui Bendahara Pengeluaran SPKD untuk diterbitkan SPP,

(2) Kelengkapan dokumen permohonan pencairan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, mencakup :

a. Surat keputusan Bupati;
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b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah/NPHD {khusus untuk pemberian
hibah);
c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani olch
penerima; dan
d. berita acara serah terima hak yang ditandatangani olch kepala
SKPD terkait dan penerima.
e. Lembar Pernyataan Verifikasi yang ditandatangani oleh PPK-
SKPD terkait
(3) Berdasarkan SPP-LS yang diajukan Bendahara Pengeluaran , PPK-
SKPD melakukan verifikasi atas :
a. Kebenaran materil surat bukti mengenai pihak yang mengajukan.
b. Kelengkapan Dokumen yang menjadi persyaratan.
c. Ketersediaan Dana
(4) Berdasarkan hasil verifikasi, PA memerintahkan pembayaran atas
Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.
(5) Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA tidak memenubhi
syarat, PA tidak menerbitkan SPM-LS
(6) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuasa BUD
menerbitkan SP2D.

Pasal 128

Penerima dana subsidi, bantuan sosial, dan bantuan keuangan, serta
pengeluaran pembiayaan bertanggung jawab sepenuhnya secara fisik
dan keuangan terhadap segala akibat pcnggunaan dana yang dapat
mengakibatkan kerugian daerah.

Pasal 129

Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah disampaikan
oleh penerima kepada Bupati melalui SKPD yang mengajukan permohonan
pencairan.

Bagian Kedua
Proses Pengeluaran
Tanggap Darurat Bencana

Pasal 130

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja
kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut :

(1) Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala
SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan
rencana kebutuhan belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada
PPKD selaku BUD;

(2) PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada
kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana
paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB,;

(3) Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan meckanisme
TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; “
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(4) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud
ayat (1) digunakan hanya untuk :

pencarian dan penyelamatan korban bencana;

pertolongan darurat;

evakuasi korban bencana;

kebutuhan air bersih dan sanitasi;

kebutuhan pangan,

kebutuhan sandang;

pelayanan kesehatan; dan

penampungan serta tempat hunian sementara.

(5) Penanggulangan dana tanggap darurat bencana sebagaimana pada
ayat (4) dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara
pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan
bencana;

STe@~0oooTw

(6) Kepala SKPD melaksanakan fungsi penanggulangan bencana
bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan
dana tanggap darurat bencana yang di kelolanya;

(7) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat
disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana kepada Bupati melalui PPKD dengan
melampirkan bukti-bukti pengeluaran vang sah dan lengkap serta
surat pernyataan tanggung jawab belanja.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan
diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 132

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati
Bekasi Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bckasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 133
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pcngundangah

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 26 April 2021

BUPATI BEKASI
Ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkap di : Cikarang Pusat
: 26 April 2021
S DAERAH KABUPATEN BEKASI

i}
JBE TA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 10
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